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ABSTRAKSI

ASRUL IBRAHIM NUR, Hukum Tata Negara, Fakultas HukuUniversitas
Brawijaya Malang, 2010, POLITIK PERUNDANG-UNDANGANPANGAN DI
INDONESIA (Studi Tentang Partisipasi MasyarakatadalProses Pembentukan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perligaluriahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan). Herlin Wijayati, SH, MH. ddoh. Fadli, SH., MH.

Keberadaan UU No. 41 Tahun 2009 merupakan langkafrgsif yang
ditempuh oleh pemerintah dan DPR untuk memberikasard hukum bagi
perlindungan lahan pertanian pangan yang berkdé&mjiPenelitian ini mencoba
menganalisis partisipasi masyarakat dalam prosg®b@etukan UU Nomor 41
Tahun 2009. Hal ini sangat penting untuk melihaka undang-undang tersebut
responsif dan aspiratif serta sesuai dengan kebantuhasyarakat. Analisis
terhadap proses tersebut ditujukan terhadap sesthapdn pembentukan undang-
undang yang dimungkinkan adanya partisipasi makgara

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliti@n meliputi
Pendekatan perundang-undangastat(ite-approachy yaitu dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan depgarbentukan peraturan
perundang-undangan, pangan, dan partisipasi masyarBendekatan konsep
(conseptual approagh yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep
mengenai prinsip-prinsi pembentukan undang-undgngamgan, dan partisipasi
masyarakat.

Proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Latentanian
Pangan Berkelanjutan mulai digagas pada bulan @kt@hun 2006 dan secara
resmi merupakan usul inisiatif DPR RI. Proses pegislasi (perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan, dan perumusan) ditanlggal 17 Oktober 2006
hingga tanggal 9 April 2008, proses ini banyak kiikan oleh Kementerian
Pertanian (Pokja Pengembangan Kebijakan Lahanrfamt®angan Abadi) dan
Tim Baleg DPR RI. Proses legislasi (pembahasan bR Rl dan Pemerintah)
dimulai tanggal 15 Mei 2008 hingga 16 September92@doses ini melibatkan
Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian, KementeriRU, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPN. PEgla&September 2009
disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI untuk digetugnjadi undang-undang
dan pada 14 Oktober 2009 Pengesahan UU PLPPB ofekidén dan
Pengundangan oleh Menkumham, resmi menjadi UU Ndrhdrahun 2009.

Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalamenpanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah denganbergkan masukan,
kritik, dan saran melalui Seminar dan Lokakaryanfikeka) di Jakarta, Bandung,
Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu jugapetfocus group discussion
(FGD) yang diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Xdagyakarta. Partisipasi
masyarakat dalam tahap pembahasan dilakukan dalam fKonsultasi Publik
yang diselenggarakan di Yogyakarta, Makassar, danp&sar. Selain itu juga
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dilaksanakan dalam forum RDPU yang mengundang DeWam Indonesia,
HKTI, dan KPA. Partisipasi masyarakat dalam pemigdart Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 telah berada dalam taraf capgmum, dalam artian
bahwa partisipasi masyarakat telah memberikan pehggang positif terhadap
RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4ium&009

Politik perundang-undangan dalam proses pembentUkalang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 dilakukan secara partisipatdngan melibatkan
masyarakat dalam pembentukannya sesuai dengan israkapartisipasi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yan@koerlSubstansi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 dikategorikan sebadastansi yang populis dan
progresif.



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik déstkonTahun
1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara ekspéah mencantumkan cita-
cita yang ingin dicapai oleh bangsa ini. Cita-dilaur tersebut salah satunya
adalah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan metbang kemerdekaan
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdadigtdan makmut. Enam
dasawarsa setelah digaungkan ternyata hal terdsddum bisa diwujudkan.
Pergantian pemerintahan dari era Soekarno hingggoSBambang Yudhoyono
juga belum bisa mewujudkan kondisi tanah air mengdil dan makmur.
Meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam &emerdekaan ini bangsa
Indonesia telah melakukan perubahan besar dalamujmekan cita-cita luhur
yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut.

Salah satu penyebab belum terwujudnya hal tersatiakah seringkali
pemerintah kurang memperhatikan salah satu setdarauyang berperan penting
dalam memajukan bangsa. Sektor pertanian sanddtagt@nnya dengan hak atas
pangan yaitu salah satu hak yang merupakan bagiamak asasi manusia yang
pelaksanaannya harus dijamin oleh negara. Dalanmhédbhwa negara dengan
dukungan segenap komponen masyarakat harus mewunjsdibuah kedaulatan
pangan food sovereignily Meskipun demikian terdapat tiga permasalahan

krusial dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitmummnya kemampuan

! Aline Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negapalftik Indonesia tahun 1945

1
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untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, keterggatu terhadap ekspor
pangan dari luar negeri, dan kurangnya daya dulsgidor pertanian yang
komprehensif.

Sejak masa lalu pangan adalah masalah yang saegétalsdalam
pemerintahan sebuah negara, pada zaman Kerajaamaktakuno ketersediaan
dan murahnya harga pangan (terutama beras) memupadikator keberhasilan
pemerintahan raja Mataram. Pangan merupakan sisthbllitas ekonomi dan
politik, jika terjadi masalah dengan produksi pangasti pemerintahan sedang
mengalami masalah, sebaliknya jika permasalah mpargsa teratasi maka
seorang raja Mataram akan diagung-agungkan olgfatraja’

Belajar dari sejarah Mataram kuno maka hal serwmm jterjadi di
Indonesia, pemerintahan yang dianggap berhasilabdgang bisa mengatasi
masalah pangan. Selama bertahun-tahun Indonesis im@masok dari luar untuk
menopang kebutuhan dasarnya, kesulitan dalam pebgegan neraca pangan
sudah dialami sebelum awal krisis moneter terjadiappertengahan tahun 1997.
Bahkan, pemenuhan kebutuhan beras saja, yang paiatabi secara swasembada
pada tahun 1984, ternyata tidak dapat dipertaharkasis pangan di negeri ini
adalah sebuah ironi bagi Negara agraris yang tgmababurgemah ripah loh

jinawi. Bila kita memroyeksikan laju pemenuhan kebutupangan berkaitan

’Bomer PasaribuMenuju Kedaulatan PanganMakalah dalam Seminar Sehari Kedaulatan
Pangan dalam rangka HUT Fraksi Golongan Karya DRRIBkarta, April 2008.

® Andreas Maryoto,Jejak Pangan Sejarah Silang Budaya dan Masa Depampas, Jakarta,
2009, him 93.
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dengan hilangnya lahan dan naiknya jumlah penduchaka terlihat bahwa kita
menuju masalah pangan yang sesunggufinya.

Menurut data tahun 2007 bahwa sebanyak 13,8 jwta gitau sekitar 6%
dari jumlah penduduk menderita rawan pangan. Rak&ebut diperkuat dengan
kasus kelaparan dan kematian akibat gizi buruk yarjgdi di berbagai daerah.
Kerawanan pangan masih menjadi masalah serius inegemal ini adalah
sebuah ironi di negeri yang kaya raya akan sumaga dlam. Contoh ironi lain
yang dapat kita lihat adalah ketika BPS melapoftamva kita telah mencapai
swasembada pangan pada tahun 2004, setahun kentadiangar kabar telah
terjadi kelaparan kronis di 10 kabupaten di Nusagfara Timur.

Pembangunan sektor pertanian sangat erat dengansddiban lahan
pertanian pangan sebagai sumber utama pelaksarpatak pertanian. Hal
tersebut menjadi ironi mengingat telah terjadi ddgsi lahan dan hutan sebesar
2,8 juta hektar pertahun sementara rehabilitasanabkekitar 400.000-500.000
hektar pertahun dengan tingkat keberhasilan ha®ga. Berdasar hal tersebut
maka pertahunnya lahan yang direhabilitasi hanyaesse 200.000-250.000
hektar pertahuf.

Pada tahun 2009 telah diundangkan Undang-UndangoNdm tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjudatanjutnya disebut UU

Nomor 41 Tahun 2009). Penjelasan umum undang-uneasgbut menyebutkan

*Yunan Hilmy,Pembaharuan dan Sinkronisasi Hukum Terkait Hak R&sgan. Dalam
www.swarayha.blogspot.codiakses tanggal 12 Oktober 2009.

®> Anonim.Krisis Pangan Ironi Negeri IniDalam_www.kenmi.wordpress.codiakses tanggal 15
Februari 2010

® Bomer Pasaribul.egislasi DPR Untuk Mendukung Program Lahan PeranPangan Abadi
Makalah dalam Seminar dan Lokakarya “Kebijakan Remzpngan Lahan Pertanian Pangan
Abadi” diselenggarakan oleh LPPM IPB dan KementeRartanian RI. Jakarta, 3 April 2007.
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bahwa lahan pertanian memiliki peran dan furggsategis bagi masyarakat
Indonesia yang bercorak agraris karena terdapamkeh besar penduduk

Indonesia yang menggantungkan hidup pada rselertanian. Dengan

demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonis, tetapi juga sosial,

bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pemganan pertanian yang

berkelanjutan, lahan merupakan sumber dayeolpakalam usaha pertanian,
terutama pada kondisi yang sebagian besarangid usahanya masih
bergantung pada pola pertanian berbasis labanan merupakan sumber daya
alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidakab&bah, tetapi kebutuhan
terhadap lahan selalu meningkat.

Keberadaan UU No. 41 Tahun 2009 merupakan langkadregsif yang
ditempuh oleh pemerintah dan DPR untuk memberikasard hukum bagi
perlindungan lahan pertanian pangan yang berkddmjlPembangunan sektor
pertanian sangat erat kaitannya dengan pembangbonkoam nasional. Hal
tersebut sangat penting artinya bagi bangsa Indnndakum menjadi instrumen
yang sangat penting bagi pembangunan bidang lainyangkah awal
mewujudkan cita-cita luhur pendirian bangsa adaldngan melakukan
pembangunan hukum nasional yang terpadu dan meukelu

Pembangunan hukum nasional salah satunya dilakuklangan
pembentukan peraturan perundang-undangan yangdtergan terkoordinasi
dengan baik. Supremasi hukum akan terjadi jikatpsaa perundang-undangan
yang dibuat berlaku secara efektif. Dalam kajiamuilhukum setidaknya ada tiga
faktor yang menjadi parameter keberlakuan suatwamtinukum vyaitu dasar

keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.
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Pengertian mengenai keberlakuan yuridis, sosiglaigia filosofis adalah
bahwa suatu undang-undang harus memilki karaktedgrkelanjutan. Dalam
konteks mewujudkan pembangunan sektor pangan démn@s maka undang-
undang bidang tersebut harus memilki karakteriséikkelanjutan agar kebijakan
mengenai pangan juga memiliki karakteristik yangkénjutan. Siti Sundari
Rangkuti mengungkapkan bahwa salah satu aspek ymergeran untuk
menghasilkan undang-undang yang tangguh serta Renkbrakteristik
berkelanjutan adalah dengan berpedoman kepadaipgpimssip pembentukan
peraturan perundang-undangan yang Baik.

Suatu undang-undang harus responsif dan aspietibdap keinginan
rakyat serta melibatkan partisipasi masyarakat yangnjadi pemangku
kepentingan. Partisipasi masyarakat sangat dibatutlalam proses pembentukan
suatu undang-undang. Keterlibatan masyarakat dabaoses tersebut akan
membuat landasan sosiologis suatu peraturan pergndadangan semakin kuat,
selain itu bahwa untuk mewujudkgood governancenaka suatu partisipasi juga
dibutuhkan.

Penelitian ini mencoba menganalisis partisipasiyasakat dalam proses
pembentukan UU Nomor 41 Tahun 2009. Hal ini sapgeiting untuk melihat
apakah undang-undang tersebut responsif dan akspeata sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Analisis terhadap proseshgrsditujukan terhadap
semua tahapan pembentukan undang-undang yang dimkag adanya

partisipasi masyarakat.

" Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undanyamg Baik: Gagasan
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjytabakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, him 168
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan madalaim penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nombatiin 2009?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masgiaddiam proses
pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009?
3. Apakah politik perundang-undangan dalam proses patukan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 dapat berperan mewujudkekum

pangan yang responsif?

1.3. Tujuan Pendlitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses pembentukaiang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk dan mekenipartisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undamgpm41 Tahun
2009.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis politik perundandangan dalam
proses pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahu@ 268ingga

berperan mewujudkan hukum pangan yang responsif.
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1.5. Manfaat Penélitian
1. Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan Rajiatuk menunjang
partisipasi masyarakat dalam proses pembentukarangrghdang
sehingga berperan mewujudkan hukum yang responsif.
2. Manfaat Aplikatif
a. Bagi Pemerintah
Diharapkan agar Pemerintah melakukan kajian danluasia
mengenai partisipasi masyarakat dalam proses péokagnundang-
undang agar menghasilkan hukum yang responsif.
b. Bagi DPR
Diharapkan agar DPR menjadikan partisipasi maswgarakbagai
masukan utama dalam proses pembentukan suatu uodedagg
sehingga akan menghasilkan hukum yang responsif.
c. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengpemauk dan
mekanisme partisipasi dalam proses pembentukanu swadang-

undang.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua kata ydemosyang berarti rakyat dan
kratos ataucratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartdebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sel@gaerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyadtBahkan demokrasi dalam pengertian yang
partisipatif memiliki konsep dari, oleh, untuk, ddersama rakyat. Artinya
kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dayiataklan karena itu rakyatlah
yang sebenarnya menentukan dan member arah sen@g s@sungguhnya
menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Negara lyaikg diidealkan agar
diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalandesgan melibatkan
masyarakat dalam arti yang seluas-luashya.

Masyarakat yang demokratis memiliki nilai-nilai yaeangat bergantung
pada perkembangan sejarah dan politik masing-masggra, nilai-nilai tersebut
menurut Henry B. Mayo diantaranya adafah

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sewdemmbaga;
b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damkam dauatu
masyarakat yang sedang berubah;

c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secatuter

8 Jazim Hamidkt all, Teori dan Politik Hukum Tata Negar@otal Media, Yogyakarta, 2009, him
141.

® Jimly Asshiddigie,Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasionstitusi Press, Jakarta,
2006, him 335.

19 Jazim Hamidet all, Op. Cit him 142-143.

8
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d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaaagagalam
masyarakat yang tercermin dalam keanekaragamampaid

f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sedangkan menurut Lijphard sebagaimana dikutip Beir Manan dan
Kuntana Magnar bahwa suatu negara dapat dikatakeroldasi paling tidak
harus memenuhi beberapa unsur yaitu

a. Adanya suatu kebebasan untuk membentuk dan mergadgota
perkumpulan;

b. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;

c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutaa;sua

d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagdatan
pemerintah atau negara;

e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untolemperoleh
dukungan atau suara;

f. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;

g. Terdapat berbagai sumber informasi;

h. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakaaeripgah, harus
bertanggungjawab kepada keinginan rakyat.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat ngya
menggunakannya sebab dengan demokrasi hak madyanatkik menentukan

sendiri jalannya organisasi negara dijaffilDemokrasi Perwakilan merupakan

1 Ibid. him 143.

2 Moh. Mahfud MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentémgraksi Politik dan
Kehidupan KetatanegaraaRineka Cipta, 2003, him 19.
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konsep yang berkembang sedemikian pesat termaduokla@hesia, dalam konsep
ini rakyat menyerahkan mandat kepada wakilnya unmn#njalankan urusan
pemerintahan. Terkait hubungan antara yang mewaldal yang diwakili
berkembang dua teori yang mencoba untuk menjelagkayaitu Teori Mandat
dan Teori Kebebasan. Pemikiran mengenai teori ntaddam perjalanannya
terbagi menjadi tiga bagian yaitu mandat impratiindat bebas, dan mandat
representatif.

Teori Mandat Imperatif berpendapat bahwa yang méwedcus bertindak
sesuai dengan keinginan rakyat yang diwakilinyamemuhan kewajiban ini harus
mendapat jaminan hukum, berdasar pendapat ini makecul mekanismeecall
bagi anggota DPR yang dipandang tiadk represertif Teori selanjutnya
adalah Mandat Bebas yang memandang bahwa antaganyawakili dan yang
diwakili tidak terdapat hubungan secara hukum, &kelena itu wakil tidak terikat
dengan instruksi yang diwakili dan tidak dapat riktgrecall) kembali oleh
mereka. Teori mandat yang ketiga adalah MandatdReptatif yang menganggap
bahwa rakyat berfungsi sebatas membentuk lembageakiéan, lembaga
tersebut mewakili rakyat tetapi rakyat tidak dapangontrol tindakan wakil
mereka yang ada di lembaga tersebut, karena kekudskh dialihkan kepada

lembaga perwakilan, bukan kepada wakil secarainhatl*®

Selain teori mandat juga terdapat teori kebebasewri(organ) yang
dipelopori oleh Von Gierke, menurutnya bahwa lengbpgrwakilan rakyat harus

bebas berfungsi sesuai dengan kewenangan yangr diatam UUD, oleh

3 Eddy Purnamalegara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistemdtintahan Indonesia
dan Perbandingannya dengan Negara-negara | Bimsamedia, Bandung, 2007, him 69-71.
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karenanya setelah rakyat memilih wakilnya maka akidak perlu lagi untuk
mencampuri kewenangan lembaga perwakilan ters&mgera setelah institusi
lembaga pewakilan rakyat terbentuk maka langsungudpes sesuai dengan

amanat UUD"

Kedua teori di atas mencoba menjelaskan hubungtaraagang rakyat
dan yang mewakilinya dalam kerangka kehidupan lgamae yang demokratis,
meskipun demikian ada hal esensial yang perlu kigti&ian yaitu apakah wakil
rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat atau tilakjni terutama dapat dilihat
dari proses pembentukan undang-undang sebagai tug@m®a lembaga

perwakilan rakyat.

Meskipun telah ada berbagai teori dalam melihauhghn antara si wakil
dengan yang diwakili tersebut, demokrasi perwakiet@ap memiliki masalah.
Demokrasi perwakilan akan memandang dan mengasamsikyat sebagai
pihak yang tidak perlu dilibatkan dalam prosesnalea pemerintahan. Demokrasi
perwakilan merupakan demokrasi yang semu, kargraaatikan oleh sekelompok
orang yang mengatasnamakan rakyat melalui jussifik@emilihan umum.
Berdasarkan hal tersebut dalam perkembangannyantutradanya demokrasi

partisipatoris:>

Tuntutan demokrasi partisipatoris dalam upaya medayakan
masyarakat untuk turut serta dalam proses pembamtukdang-undang telah
menjadi isu penting dalam konteks global dewasa Wiacana mengenai

partisipasi di Indonesia sebagai negara yang memngsstem demokrasi menjadi

“Ibid.

'% saifudin,Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Pefang-undanganYogyakarta,
FH Ull Press, 2009. him. 17.
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bagian tak terpisahkan dalam proses pembentukamngraghdang, wacana
tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukadangaundang terus

meningkat terutama setelah bergulirnya gerakammefsi di tahun 1998

2.2. Politik Perundang-undangan

Melalui studi literatur penulis menemukan beberapa dan pakar yang
mengemukakan pengertian dari politik perundang-ngda, Bagir Manan
mengemukakan bahwa politik perundang-undangan &esaderhana dapat
diartikan sebagai kebijaksanaan mengenai penemuatau objek pembentukan
peraturan perundang-undandanAbdul Wahid Masru mengartikan politik
peraturan perundang-undangan sebagai kebijakbeleidgpolicy) yang
diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan atgaraedalam membentuk
peraturan perundang-undangan sejak tahap peremcg@assampai dengan
penegakannys

Politik perundang-undangan merupakan arah kebijgi@merintah atau
negara mengenai arah pengaturan (substansi) hulang gituangkan dalam
peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untudngatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar N&ggrablik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa kewenangan atau geabentuk peraturan

perundang-undangan adalah hanya negara atau P&herdengan demikian

'®|bid. him 17

" M. Aliamsyah,Politik Peraturan Perundang-undangaMakalah disampaikan pada Pendidikan
dan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundanggamdagyang diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan HAM untuk PNS Fungsional Peaiag, Jakarta, 1 Mei 2010. him. 2.

18 | bid.
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dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan pergndalangan merupakan
bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal, d#ak tdapat dialihkan pada
badan yang bukan badan negara atau bukan badanimaime

Gambaran mengenai politik perundang-undangan yadgng dijalankan
oleh negara secara sederhana dapat dilihat dasidemans menimbang dan
penjelasan umum suatu perundang-undangan yangiukbsgrta dari garis pokok
arah pembentukan hukum yang terdapat dalam GBHMN s&at ini dalam
Program Legislasis Nasional (Prolegnas) dan Rendzrabangunan Jangka
Mennengah Nasional (RPIMRJ.

Konsep Politik Perundang-undangan terdiri dari &ata yaitu “politik”
dan “perundang-undangan”, kata “politik” dalam kanhahasa Belanda yang di
tulis Van Der Tas mengandung abtleid yang jika diterjemahkan ke bahasa
Indonesia sepadan dengan kata kebijakatidy).?° Kata atau istilah “Perundang-
undangan” seringkali digunakan secara bergantiamgate istilah “Peraturan
Perundang-undangan” dan “Peraturan Perundangangmdaejarah hukum
Indonesia ketiga istilah tersebut dapat ditemukdadyak aturan hukum.

Ketiga istilah tersebut tidak mutlak digunakan sacakonsisten,
penggunaannya tergantung konteks tertentu. | GdgaPastawa dan Suprin Na’'a
menyebutkan bahwa istilah “perundang-undangan’hléepat digunakan untuk
penyebutan teoritik dalam pembahasan, penguraian penjelasan tentang
hukum positif yang tertulis dan mengatur, selainpgenggunaan istilah tersebut

juga karena alasan ekonomis (kata lebih pendek)jutmnbahwa istilah tersebut

9 M. Aliamsyah.Op. Cit him 3.

% Ma’shum Ahmad Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandenretaty-Undang
Dasar 1945 Total Media, Yogyakarta, 2009, him 26.
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pernah digunakan dalam dua konstitusi Indonesiay yaernah berlaku yaitu
Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Selain itu istilarefaturan perundangan” dan
“peraturan perundang-undangan” adalah istilah ysaigh jika dilihat dari sudut
pandang tata bahasa Indonesia karena kata dasditgla jelas, istilah
“perundang-undangan” memiliki kata dasar “undandangy”’ yang mendapatkan
imbuhan menjadi “perundang-undangah”.

Berdasar pendapat pakar tersebut penulis mengguraia “perundang-
undangan” ketimbang “peraturan perundang-undangatau “peraturan
perundangan” dalam penulisan skripsi ini, hal femsguga sangat terkait dengan
makna “perundang-undangan” yang memiliki dua perageryang berbeda yaitu
proses pembentukan peraturan-peraturan negaradbdikgkat pusat maupun
daerah dan segala peraturan negara yang merupagiapdmbentukan peraturan-
peraturan baik di tingkat pusat maupun di tinglareh?®

Makna yang terkandung dalam istilah “perundang-ogda” dapat berupa
proses dan juga hasil dari proses tersebut, preseg dimaksud adalah
pembentukan aturan hukum sedangkan hasilnya adaledn hukum itu sendiri.
Secara terbatas dalam skripsi ini istilah “perugdandangan” diartikan sebagai
pembentukan aturan hukum yang dibatasi pada peokzntundang-undang.
Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep “ppiikndang-undangan” yang
digunakan dalam skripsi ini mengandung makna kiehingoembentukan aturan
hukum (dalam hal ini undang-undang), pendapat persgdsuai dengan Jazim

Hamidi yang mengartikan politik perundang-undangsebagai kebijakan

21| Gde Pantja Astawa dan Suprin NaRinamika Hukum dan llmu Perundang-undangan di
Indonesia Alumni, Bandung, 2008, him 10-11.

22 |pid. him 14.
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pembentukan peraturan perundang-undangan, tidalaselk dalam pengertian ini
adalah “penerapannya” dan “penegakannya’, politikrupdang-undangan
merupakan bagian dari politik hukufh.

Pengertian politik hukum adalalegal policy (kebijakan hukum) yang
dilakukan oleh pemerintah suatu negara yang tedexigan hukum yang telah,
sedang, dan akan berlaku untuk mencapai suatuntupdadul Hakim Garuda
Nusantara mengungkapkan bahwa politik hukum Indansssungguhnya harus
berorientasi pada cita-cita negara hukum yang ditas atas prinsip-prinsip
demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masytabangsa Indonesia yang
bersatu sebagaimana yang terdapat dalam Pembuk#ani 945

Sebagai bahan perbandingan bahwa Laica Marzuki gomgkapkan
politik hukum ¢echts politiek merupakan kebijakan politik bukan kebijakan
hukum, menurut beliau politik hukum adalah prodoktik seperti halnya politik
ekonomi, politik kebudayaan, dan semacanfiya.

Konsepsi atau istilah “Politik Perundang-undangandan” yang penulis
gunakan dalam penulisan skripsi ini memiliki makkebijakan pembentukan
aturan hukum (dalam hal ini undang-undang) tentBaggan. Kata “Pangan”
diartikan sebagai segala sesuatu yang berasalsdariber hayati dan air, baik

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntuklssibagai makanan atau

% Jazim Hamidi, Politik Pembentukan Peraturan Perundang-undangaMakalah dalam
Pelatihan Legislative Drafting diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Keahliaraneang
Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum UitagBrawijaya, Malang, 2010.

4 Abdul Hakim Garuda Nusantar@plitik Hukum Indonesiayayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, Jakarta, 1988, him 20.

% Ahkam JayadiAspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 tentangta®aPolitik, Jurnal
Konstitusi, Volume Il Nomor 1, Mahkamah Konstituin Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009, him 60.
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minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tanbgangan, bahan baku
pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam ppesggapan, pengolahan, dan
atau pembuatan makanan atau minuffian.

Dengan demikian istilah “Politik Perundang-undangamgan” bermakna
kebijakan pembentukan aturan hukum (dalam hal mdang-undang) tentang
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayataidaraik yang diolah maupun
tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atinuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, baharpbagan, dan bahan lain
yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolatiam, atau pembuatan
makanan atau minuman.

Penulis memilih Undang-Undang Nomor 41 Tahun 208Bagai fokus
kajian dengan argumentasi bahwa undang-undangotersgengatur tentang hal
esensial dari pangan yaitu lahan pertanian pandgm,segi substansi undang-
undang ini bersifat multisektor karena terkait demg¢ata ruang, agraria, pangan,
dan pertanian namun secara umum undang-undang emgatur tentang
ketahanan pangan yang didapat melalui ketersedet@am pertanian pangan
secara berkelanjutan.

Berdasar pengertian yang dijelaskan di atas makamdaskripsi ini
konsepsi “Politik Perundang-undangan Pangan” digamaebagai pisau analisis
untuk mengetahui responsifitas Undang-Undang NotioFahun 2009, hal yang
akan dibedah adalah partisipasi masyarakat dalaseprpembentukan undang-
undang tersebut, dengan analisis tersebut makanyantdiharapkan dapat

diketahui tentang kebijakan pembentukan undangnmgengan terkait dengan

%6 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesiadd 7 Tahun 1996 tentang Pangan



30

sejauh mana masyarakat sebagai pemangku kepentitegaa dilibatkan dalam
proses pembentukannya.

Pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang megkmkan
penswastaan pembentukan peraturan perundang-umdaianun demikian
dalam proses pembentukannya sangat mungkin mesgikaitan pihak bukan
negara atau Pemerintahan. Hal tersebut didasgpkaia kenyataan bahwa
peraturan perundang-undangan, baik langsung maigaknlangsung akan selalu
berkenaan dengan kepentingan umum, oleh karenaamgat wajar apabila

masyarakat diikutsertakan dalam penyusunafhya.

2.3. Pembentukan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tatdb (UUD
1945) telah menentukan bahwa lembaga negara yangegasmg kekuasaan
membentuk undang-undang adalah Dewan PerwakilayaR#RPR)*® Hal ini
merupakan hasil dari amandemen UUD 1945 yang seiogin menentukan
bahwa lembaga negara yang memegang kekuasaan meaknb@adang-undang
adalah Presidefy.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) U986 hasil
amandemen, maka kekuasaan pembentukan unddagginsekarang ada
pada DPR, sedangkan Presiden bukan lagi pemegakuasan pembentukan

undang-undang, tetapi hanya berhak mengajularcangan undang-undang

2" M. Aliamsyah.Politik Perundang-undangamMakalah dalam www.legalitas.odjpublikasikan
30 April 2007. Diakses tanggal 5 Mei 2010.

% pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Riepationesia Tahun 1945

? pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Ré&plislonesia Tahun 1945 Sebelum
Amandemen
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kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demjkilam pembentukan
undang-undang tidak berarti DPR bisa jalan sent@inpa melibatkan Presiden
(pemerintah)?

Secara teknis pembentukan undang-undang di atamddhdang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratueannéang-undangan
(selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004). Peiage dari pembentukan
peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor hQrmra004 adalah:

Proses pembuatan Peraturan Perundang-undangapadaglasarnya

di mulai dari perencanaan, persiapan, teknik pamas, perumusan,

pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penge
Berdasar hal tersebut maka secara umum pembentuk@ang-undang dapat
didefinisikan sebagai proses yang di mulai darepeanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,ung@mgan, dan
penyebarluasan.

Pengertian lain mengenai pembentukan undang-undatalah suatu
tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkdsumgan untuk membentuk
undang-undang. Proses ini diawali dari terbentukayatu ide atau gagasan
tentang perlunya pengaturan terhadap suatu pemhasal yang kemudian
dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangdang-undang baik oleh

DPR, DPD, maupun pemerintah kemudian pembahasacangan undang-

% Wicipto Setiadi.Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Untlamisng Serta
Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangamatiptndang Yang Telah Mendapat
Persetujuan Bersamaiakalah dalam www.legalitas.odiaksses tanggal 19 Februari 2009

3l pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 260thng Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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undang di DPR untuk mendapatkan persetujuan bersditaajutkan dengan
pengsahan, dan diakhiri dengan pengundarfgan.

Pembentukan undang-undang menyangkut empat kegisdn prakarsa
pembuatan undang-undandedislative initiatior), pembahasan rancangan
undang-undanglgw making procegs persetujuan atas pengesahan rancangan
undang-undanglgw enactment approvaldan pemberian persetujuan pengikat
atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuarermasional dan dokumen-
dokumen hukum yang mengikat lainnyainding decision making on
international law agreement and treaties or othegdl binding documents®

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sedara umum
tahapan pembentukan undang-undang adalah:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pembentukan undang-undang diltaknkelalui
instrumen Program Legislasi Nasional (Prolegia&eberadaan Prolegnas buka
merupakan seuatu yang baru dalam proses legigldsddnesia namun sejak
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200&&mak mendapat peran
yang penting dalam proses legislasi di Indonesiebdfadaab Prolegnas sangat

penting agar dalam pembentukan undang-undang ddpakukan secara

% Maria Farida Indrati Soepraptdlmu Perundang-undangan Jilid Il: Proses dan Teknik
Pembentukannya&anisius, Jakarta, 2007, him. 9-10.

% Jimly AsshiddigiePengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid Bekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hm 3

% pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahur 2@@tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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berencana menurut skala prioritas dan sesuai depgdkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan bukan karena kepentingarikpsgitnata’>
Prolegnas disusun oleh Pemerintah dan DPR RI, lganpamerintahan
yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan Praegdalah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini adalakld® Pembinaan Hukum
Nasional)*® sedangkan alat kelengkapan DPR yang bertugas mertikasikan
Prolegnas adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR’ BSelain dari segi kuantitas,
dalam perkembangannya Prolegnas juga menitikberapgada kualitas oleh
karena itu diadakaquality controlsehingga kriteria substansi yang sangat terkait
dengan kesejahteraan masyarakat juga bisa ditkeykat
Penyusunan Prolegnas selalu menetapkan prioritestbadalam jangka
menengah (2005-2009) atau jangka pendek (tahumait@ria substantif yang
dijadikan ukuran dalam penetapan skala prioritasaduf:
a. Merupakan perintah dari UUD 1945
b. Merupakan perintah Ketetapan MPR-RI
c. Terkait dengan pelaksanaan UU lain
d. Mendorong percepatan reformasi
e. Warisan Propenas yang disesuaikan dengan saat ini
f. Menyangkut revisi atau amandemen terhadap undadgrgn yang

bertentangan dengan undang-undang lainnya

% | Gde Pantja Astawa dan Suprin Na&p. Cit.him 110.

% pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Republik kslarNomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Ndsion

3" pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik kslarNomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Ndsion

% Tim Pusrenkum BPHM Kemenkumham Riliga Puluh Tahun Program Legislasi Nasional
1977-2007 Jakarta, BPHN Kemenkumham RI. 2007, him 44-45
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g. Ratifikasi terhadap perjanjian internasional
h. Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hak-haki asanusia dengan
memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kaagiinder
I. Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi ketakygang
berkeadilan
j. Secara langsung menyangkut kepentingan rakyat untrkulihkan dan
meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyaraka
Penentuan skala prioritas dilakukan dengan duaamkymitu dari segi
substansi (seperti yang telah dijelaskan diatas)d#ai segi teknis. Keberadaan
ukuran dari segi teknis adalah karena hampir séRulid yang diajukan sebagai
prioritas setidak-tidaknya akan memenuhi kritetbstansi, oleh karena itu pada
tanggal 6-8 Oktober 2006 dalam rapat Panitia KKgardinasi Prolegnas maka
ditetapkan dua kriteria substansi yaitu draf RUW t&askah Akademik sudah di
susun secara lengkap serta telah dilakukan proag®ohisasi, untuk RUU
inisiatif pemerintah maka dilakukan melalui pemisgra antar departemen
sedangkan RUU inisiatif DPR sudah diharmonisada &adan Legislasi (Baleg)

DPR RI*®

2. Persiapan
Pada dasarnya ide pembentukan suatu undang-undgmad diprakarsai
oleh siapa saja, setiap organisasi yang didirikeem oakyat Indonesia dalam
bentuk organisasi politik, organisasi kemasyarakatéembaga swadaya

masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya berhakgusung ide untuk

%9 |bid. him 45.
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pembentukan suatu undang-undang, namun secarapesfarsa undang-undang
hanya dapat dilakukan oleh Presiden, DPR, dan f3PD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 swtcangan
undang-undang (RUU) dapat diusulkan oleh Presi@R, dan DPD namun
dalam tahap pengajuannya hanya Presiden dan DRRnyamiliki kewenangan
tersebut, RUU yang diusulkan oleh DPD dapat digjugkeh DPR. RUU yang
diajukan oleh Presiden atau DPR RI merupakan RUWgyberada dalam
Prolegnas yang sudah disepakati oleh kedua belatk,pnamun dalam keadaan
tertentu Presiden atau DPR dapat mengajukan RUAdProlegna&!

RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh ereattau pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengas w@n tanggung jawab
yang dimilikinya, sebelum secara resmi diajukanhoRresiden maka RUU
tersebut terlebih dahulu harus diharmonisasi, dikah, dan dimantapkan
konsepsi rancangannya oleh Menteri Hukum dan HalsiAdanusid?

RUU yang diajukan oleh Presiden disampaikan kepgadginan DPR
dengan surat Presiden yang menegaskan tentangrimeameg mewakili Presiden
dalam pembahasan undang-undang tersebut. Kemudieng pjambat 60 (enam
puluh) hari sejak surat Presiden diterima DPR harudai membahas RUU
tersebut. Sebaliknya sebuah RUU yang disiapkan BRR disampaikan dengan
surat pimpinan DPR kepada Presiden, kemudian Rresakan menugaskan

menteri terkait untuk mewakilinya dalam pembahasamyan DPR dalam jangka

% Jimly AsshiddigiePerihal Undang-UndangKonstitusi Press, Jakarta, him 280.

“! pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teientbentukan Peraturan Perundang-
undangan

2 pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terfamgbentukan Peraturan Perundang-
undangan
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waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan DfftBrima oleh Presiden,
kemudian menteri yang mewakili Presiden tersebutngkeordinasikan

pembahasan RUU tersebut dengan Menteri Hukum darsiasi Manusid®

3. Pembahasan

Pembahasan suatu rancangan undang-undang dilakekana bersama-
sama oleh Pemerintah dan DPR, di semua negara paes#m suatu undang-
undang pasti melibatkan pemerintah hal tersebuenkarpemerintah sebagai
pelaksana dari undang-undang yang akan berlakebigrsSelain itu juga bahwa
banyak usul suatu undang-undang diajukan oleh petaley bahkan seringkali
usul pemerintah lebih banyak ketimbang DPR. Setigakhal tersebut terjadi
karena beberapa hal, yéitu

a. Pemerintah yang paling banyak tahu mengapa suatalatmeperlu diatur
dalam bentuk produk hukum undang-undang;

b. Pemerintah juga yang paling banyak memiliki sumbaya baik itu
finansial, informasi, dan tenaga untuk membentuldang-undang
tersebut.

Dasar hukum pembahasan suatu undang-undang tedklpat Pasal 32
UU Nomor 10 Tahun 2004, selanjutnya undang-underggbut mendelegasikan

pengaturan teknis pembahasan undang-undang dalatui@e Tata Tertib DPR

43 pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2680thng Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

4 Jimly AsshiddigiePerihal.....Op. Cithim, 289.
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R1.** Hal ini ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan mengekan Surat Keputusan
tentang Peraturan Tata Tertib, penelitian ini menggan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DRIR/2005-2006 tentang
Peraturan Tata Tertib DPR RI (selanjutnya diselewafaran Tata Tertib DPR RI)
sebagai dasar untuk menganalisis pembahasan UU mNdiitahun 2009 dengan
argumentasi bahwa saat pembahasan undang-undaepuieryang digunakan
adalah Surat Keputusan DPR RI sebagaimana terdeiss.

Peraturan Tata Tertib DPR RI menentukan bahwa patddua tingkat
pembicaraan untuk pembahasan undang-undang di DOPRifd pembicaraan
tingkat | dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan KanRsipat Badan Legislasi,
Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia KhuSeslangkan pembicaraan
tingkat Il adalah dalam Rapat Paripurna DPR RI, kipesn demikian sebelum
rapat tingkat | dan Il dilaksanakan terlebih dahdikdakan rapat frakéf.

Pembicaraan tingkat | dilakukan berdasarkan urlkegiatan sebagai
berikut'”:

a. Pandangan dan pendapat fraksi-fraksi atau pandatagapendapat fraksi-
fraksi dan DPD (dalam RUU tertentu) untuk RUU iatgi Presiden atau
pandangan dan pendapat Presiden atau pandanggemapat Presiden
dan DPD (dalam RUU tertentu) untuk RUU inisiatif ®P

b. Tanggapan Presiden atas pandangan dan pendapael@ndisampaikan

oleh fraksi-fraksi dan/atau DPD atau tanggapan mieapalat klengkapan

4 pasal 32 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor &fufl 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

“® pasal 136 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Riéplniolonesia Nomor: 08/DPR-RI/1/2005-
2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI

" pasal 137 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Riépimolonesia Nomor: 08/DPR-RI/1/2005-
2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI
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DPR RI terhadap pandangan Presiden dan/atau DPQem@&nRUU yang
dibahas;

c. Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan Daftar Intieasa Masalaha
(DIM);

d. Pembicaraan tingkat | dapat diadakan Rapat Dengaddpat (RDP) atau
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), menghadiri aapempinan
lembaga negara atau lembaga lain jika RUU yang hdibaberkaitan
dengan lembaga tersebut, dan dapat dilakukan irgpat;

e. Pembicaraan tingkat | ini DPR dapat didampingi dleh Asistensi.
Selanjutnya dilaksanakan pembicaraan tingkat llamalforum rapat

paripurna DPR RI, dalam forum tersebut diadakangaetbilan keputusan
mengenai RUU yang telah dibahas dalam pembicarasgkat |, sebelum
pengambilan keputusan maka harus didahului olebrdap hasil pembicaraan
tingkat I, pendapat akhir fraksi yang disampaikd@hoanggota, dan pendapat
akhir Presiden yang disampaikan ment®rRUU yang telah dibahas dalam
pembicaraan tingkat | akan ditentukan dalam pemdgatingkat I, jika DPR
dan Presiden menyepakati bersama maka RUU ters&hunt disahkan menjadi
UU namun jika kesepakatan bersama tidak terjadiam#ld tersebut tidak boleh

diajukan lagi dalam masa sidang tersebut.

4. Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Pengesahan suatu RUU menjadi UU merupakan tahapjselya setelah

proses pembahasan selesai dilakukan oleh PreseoleDEIR, setelah persetujuan

“8 pasal 138 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Riplmolonesia Nomor: 08/DPR-RI/I/2005-
2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
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bersama tersebut didapatkan maka dalam waktu p&imfpat 7 (tujuh) hari
setelah tanggal persetujuan bersama maka pimpiR&Rl menyampaikan RUU
tersebut kepada Presiden untuk disahkan dengan ufbermken tanda tangan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggaisetujuan bersama, apabila
dalam jangka waktu tersebut Presiden tidak menandahinya maka RUU
tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangan.

Menurut Jimly Asshiddigie terdapat lima tindakarkimn yang dilakukan
untuk sahnya suatu RUU menjadi UU yaitu pengesahateril, pengesahan
formil, pengundangan, penerbitan dalam lembaramnaegian penyebarluasah.
Pengesahan materil dilakukan saat pimpinan DPRaRIRtesiden (yang diwakili
oleh menteri) dalam forum Rapat Paripurna DPR Rhyapakati tentang suatu
RUU yang telah dibahas bersama-sama dalam peméicangkat .

Pengesahan formil adalah sesuai yang diamanatdam d2asal 20 ayat
(4) UUD 1945 yaitu“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-untiangndakan pengesahan
formal harus dilakukan oleh Presiden dengan cammbubuhkan tanda tangan
sebagai pernyataan resmi pengesahan, setelah dsidém secara resmi
memerintahkan pejabat negara yang berwenang untakundangkannya dalam
Lembaran Negara dan memberikan nomor urut yang semya serta
menyebarluaskan naskah UU tersebut kepada masydekat media-media

yang tersedia.

49 pasal 38 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terientbentukan Peraturan Perundang-
undangan

%0 Jimly AsshiddigiePerihal.....Op. Cithlm. 291.
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Pengundangan suatu undang-undang dilakukan dengaammpatkannya
dalam Lembaran Negara, UU Nomor 10 Tahun 2004 nieken bahwa undang-
undang harus diundangkan dalam Lembaran Negarankiddam Berita Negara,
Lembaran Daerah, ataupun Berita Daerah. Saat ngymelangan suatu undang-
undang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasinhbkia (Menkumham),
sebelum pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 2004 yantgorelangkan adalah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Selanjutnya adalah tahap Pemberlakuan, UU NomorTdlBun 2004
menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undamgean berlaku dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal ddingkan, kecuali
ditentukan lain (disebutkan) dalam peraturan peangelindangan tersebiit.
Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangam lazmulai saat mulai
diundangkan atau ditetapkan, namun ada kalanya gmnoib undang-undang
menghendaki lain bahwa keberlakuan undang-undamgelugt ditentukan
misalnya beberapa waktu kemudian, hal ini sanggamkarena pemberlakuan
suatu undang-undang tidak serta merta dapat diekddegitu saja, seringkali

dibutuhkan berbagai persiapan agar pemberlakuathapyat berjalan efektif.

*1 pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terRangpentukan Peraturan Perundang-
undangan.
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2.5. Partisipasi Masyar akat dalam Pembentukan Undang-Undang
25.1. Dasar Hukum Partisipas Masyarakat dalam Pembentukan
Undang-Undang di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talia45
(selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwautethn ada di tangan
rakyat dan dilakukan menurut undang-undang. Hal berarti bahwa suatu
undang-undang adalah pelaksanaan dari kedauldtgatraleh karena itu sudah
seharusnya suatu undang-undang responsif dantéddpnaadap keinginan rakyat
serta melibatkan partisipasi masyarakat yang mermgathangku kepentingan
terhadap suatu undang-undang.

Dasar hukum sebagai landasan partisiapsi masyardiilfm proses
pembentukan undang-undang di Indonesia terdapamdbelUD 1945, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Presiden Né@dahun 2005, dan
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.

Partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang NomorTdBun 2004
diatur pada Bab X Pasal 53 yang menyatakan bahwsyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis datamgka penyiapan atau
pembahasan rancangan undang-undang dan rancangaturge daerah.
Penjelasan Pasal 53 itu menjelaskan bahwa hakamsksy dalam ketentuan ini
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertibvaie Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 10 Ta0®4 maka
DPR RI menuangkan tata cara partisipasi masyadafain Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat, dari studi awal yang dikain oleh peneliti terdapat
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tiga Peraturan Tata Tertib DPR vyaitu Peraturan Thtatib DPR RI No.
03A/DPR-RI/1/2001-2002, Peraturan Tata Tertib DPIRNR. 15/DPR-RI1/1/2004-
2005, dan Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 08/DRRZR05-2006.

Sebagaimana yang telah ditegaskan di atas bahwalit@en ini
menggunakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Rkdodonesia Nomor:
08/DPR-RI/1/2005-2006 tentang Peraturan Tata TeBBR RI (selanjutnya
disebut Peraturan Tata Tertib DPR RI) sebagai dasduk menganalisis
pembahasan UU Nomor 41 Tahun 2009 dengan argumeb#dmsva saat
pembahasan undang-undang tersebut yang digunakdaha8urat Keputusan
DPR RI sebagaimana tersebut di atas.

Peraturan Tata Tertib DPR RI mengatur bahwa makgaralapat
berpartisipasi dalam tahap penyiapan dan pembahaRaiJ, bentuk
partisipasinya adalah lewat mekanisme tulisan madan yang disampaikan
kepada pimpinan DPR RI yang akan diteruskan kepéatakelengkapan dewan
yang terkait. DPR RI juga dapat melaksanakan RBeaigar Pendapat Umum
(RDPU), seminar, pertemuan, maupun kegiatan sejamng khusus membahas
RUU terkait baik itu dalam tahap penyiapan maupalard tahap pembahas#n.

Dalam proses pembentukan suatu undang-undpegetapan APBN,
dan pelaksanaan fungsi pengawasan, partisipesyarakat sangat penting.
Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegigeamg dibedakan dalam Tatib

DPR dengan kegiatan aspirasi masyarakat. Jikeaasmasyarakat dilakukan

°2 pasal 141-143 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyaulfté Indonesia Nomor: 08/DPR-
RI/1/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI
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terhadap fungsi pengawasan, maka partisipasyaresat dilakukan terhadap
fungsi legislasi dan anggarah.

Selain dalam Peraturan Tata Tertib DPR dasar hukpantisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang judaptr dalam Peraturan
Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata CarguBenan dan Pengelolaan
Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebupiesrNomor 61 tahun 2005),
dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa untuk penguo Prolegnas dapat
diadakan forum konsultasi yang melibatkan ahli iagkungan perguruan tinggi
dan organisasi dibidang yang terkait dengan RUUinhdilakukan dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan pednBJU>* Berdasar
ketentuan ini maka sejak tahap Perencanaan suatu PRaftisipasi dapat
dilakukan.

Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat jugapeatddalam Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mesiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah &#nddndang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan RancanganrBerBtesiden (selanjutnya
disebut Perpres Nomor 68 Tahun 2005), dalam Permesbut partisipasi
masyarakat dimungkinkan dalam bentuk memberi masukdengan

menyampaikan pokok-pokok materi yang diusulkan, yawakat yang

*3 Riris Katharina,Pemetaan Masalah Parlemen Ditinjau Dari Peraturaatd Tertib DPR RI:
Rekomendasi Kinerja DPR Melalui Revisi Tata Tertiporan Hasil Penelitian Pusat Pengkajian
dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DRRr&lerich Nauman Stiftung, Jakarta, 2005.
him 48.

* pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 20@&ng Tata Cara Penyusunan dan
Pengelolaan Program Legislasi Nasional
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memberikan masukan tersebut harus menyebutkanitadesecara lengkap dan
jelas>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka ruanigipasi masyarakat
dimungkinkan dalam tahap perencanaan, persiapam, pganbahasan suatu
undang-undang. Sementara dalam tahap pengesahagunpgangan, dan
penyebarluasan justru masyarakat yang menjadiasasgar undang-undang atau

produk hukum lainnya dapat diketahui secara umum.

2.5.2. Teori Partisipas Masyar akat
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukaangnthdang dapat
dilakukan dalam berbagai model pilihan partisipagisuai dengan tingkat
perkembangan politik masyarakat yang bersangkyarisipasi publik tersebut
harus dilihat dalam konte¥s
a. Kontribusi masyarakat akan mempengaruhi penyeleséair;
b. Proses partisipasi harus mengkomunikasikan kemggrtilan memenuhi
kebutuhan partisipan;
c. Menjadi fasilitator masyarakat yang akan terkeampBk suatu undang-
undang dengan mengorganisasikannya;
d. Keterlibatan partisipan yang jelas;

e. Akses informasi yang terbuka;

® Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 200&ng Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan R&herPengganti Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan RancanganrBaerBtesiden

*0 saifudin,Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Rerang-undanganYogyakarta,
FH Ull Press, 2009. him.182
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f. Ada jaminan bahwa hal yang disampaikan masyarak&nd rangka
partisipasi harus dipertimbangkan oleh pembentutang-undang yang
tercerminkan dalam undang-undang yang dibuat.

Teori partisipasi masyarakat cukup lama berkembéswj klasik yang
hingga kini masih digunakan adalah seperti yanggkapkan Sherry R. Arnstein
lewat delapan tangga tipologi partisipasi, menukajian Arnstein terdapat
delapan tipologi partisipasi yaitu manipulasi, prgpenyebarluasan informasi,

konsultasi, penentramaplécation), kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kontrol

masyarakat.
Bagan 2.1
Tipologi Partisipasi Arnstein
8 Citizen Control
7 Delegated Power Citizen Power
=1 Partnership
=] Flacation
4 Consultation Tokenism
< Informing
2 Therapy
Monparticipation
1 Manipulation

Sumber: Muluk (2007)

Delapan tipologi tersebut diklasifikasikan dalagatjenis partisipasi yaitu

non partisipasi, partisipasi semu, dan kekuatargavalenis tipe partisipasi yang
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non partisipasi adalah manipulasi dan terapi, sgdan partisipasi yang semu
adalah penyebarluasan informasi, konsultasi, darermgeaman glacation, tipe
partisipasi kekuatan warga adalah kemitraan, dsiekgkuasaan, dan kontrol
masyarakat’

Teori yang diungkapkan empat dekade yang lalu emdapat kritik dari
beberapa pakar.Pertama delapan tipologi partisipasi dianggap terlalu
menyederhanakan bentuk-bentuk partisipasi masyaraka&dug tangga
partisipasi tidak berlaku secara umum karena tetppada hubungan antara
warga negara dengan program pemerintah tertergd®saj

Terkait hal tersebut maka pembentukan undang-undaegara
komprehensif perlu memperhatikan 3 (tiga) dimeyaitu masa lalu yang terkait
dengan sejarah perjuangan bangsa, masa Kkini, kaitdisi obyektif yang ada
sekarang dengan memandang ke masa depan yangcdali@. Dalam kaitan
itu, maka dalam penyusunan program pembentukan ngagiadang perlu
mempertimbangkan heterogenitas hukum yang terdini ldukum adat, hukum
Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporeradeancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 18#&gai sumber hukum

tertinggi>®

" Bivitri Susanti, Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Prolegndakalah dalam
Lokakarya 30 Tahun Prolegnas. Diselenggarakan®ig#HN Depkumham RI pada tanggal 19-21
November 2007. him 1.

® M.R. Khairul Muluk, Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Béde Sebuah
Kajaian dengan Pendekatan Berpikir SisteBayumedia dan LPD FIA UNIBRAW, Malang,
2007, him 60-61.

% Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indien&®mor: 01/DPR-RI/II1/2004-2005
tentang Persetujuan Penetapan Program Legislagingh3ahun 2005-2009. him. 5.
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2.6. Hukum Responsif

Selama ini, khususnya di masa Orde Baru, hukum yhkgmbangkan
adalah hukum yang berwatak represif-birokratis.ifékan instrumen hukum
pemerintah government layy atau hukum birokrasib(reaucratic lay bukan
hukum negarastate lay. Hukum Birokrasi kemudian dikemas dengan predikat
hukum nasional national law. Oleh karena itu, model hukum yang

dikembangkan Pemerintah adalah hukum yang bercepaksif (epressive lay

Secara umum hukum responsif memiliki karakterigh&hwa tujuan
hukum yang dibentuk akan menghasilkan kompeteegititasi yang diperoleh
akan menimbulkan keadilan substantif, peraturangyalibuat merupakan
subordinat dari prinsip dan kebijakan, pertimbangaembentukan hukum
berorientasi tujuan jangka panjang, terintegrasiagpirasi hukum dan politik,
dan partisipasi yang memiliki akses besar dengteyiasi advokasi hukum dan

sosial®®

Agar kebijakan dan substansi hukum produk pemdérimi@njadi lebih
responsif (esponsive layv harus mencerminkan karakteristik: (1) pengelolaa
diorientasikan untuk kelestarian dan keberlanjutatuk kepentingan inter dan
antar generasirésource-based managemgnf2) pendekatan yang digunakan
bersifat komprehensif dan terintegrasi (kompreligntegral) dengan
memperlakukan sumber daya sebagai satu kesatudagieKecosystem (3)
paradigma pengelolaannya adalah pengelolaan berbasisyarakat, yang

memberi ruang proporsional bagi partisipasi pul§pkiblic participatior) dan

%9 Nonet, Philippe dan Selznick, Philidukum ResponsiNusamedia, Bandung, 2007, him 19.
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transparansi; (4) pengelolaannya dilakukan seseagah karakteristik wilayah
dengan pendekatanio-region dan kondisi sosial-budaya masyarakat lokal; (5)
mengakui akses dan keberadaan hak-hak masyarakdbkal atas penguasaan
dan pemanfaatan sumber daya lokal; (6) mengakuiar@eatuh dan
mengakomodasi secara proporsional kemajemukan hulalam masyarakat ke
dalam produk hukum negarstgte lavy.®*

Hukum yang responsif lahir dari konfigurasi poliyiang demokratis, teori
ini dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD. dalam disentga yang fenomenal,
beliau melakukan penelitian terhadap konfiguraditigodan karakter produk
hukum yang dihasilkan. Periode yang dijadikan luqgkpenelitian adalah
demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan era eorbaru serta objek
penelitiannya adalah hukum pemilu, pemda, dan @gra¢esimpulan yang
didapat dari hasil penelitian beliau adalah bahveaakter produk hukum
senantiasa berubah sejalan dengan perkembangaik, garakter hukum yang
responsif senantiasa muncul bersamaan dengan Woadig politik yang
demokratis, sedangkan karakter hukum yang konsgreatodoks, atau elitis
muncul dalam konfigurasi politik yang otoriter ataitokratis®

Meskipun demikian kesimpulan umum yang di ambil Kadh tidak
berlaku sepenuhnya, produk hukum agraria dalam pepode cenderung
berkarakter responsif karena pemerintahan dalamapsgberiode memang

menentang semua substansi hukum agraria yang bleshmualisme

®1 Moh. Fadli,Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Menurutdang-Undang Nomor 7
tahun 2004 Tesis, Program Pascasarjana Universitas BrawiRrggram [Imu Hukum Minat
Hukum Agraria, Malang, 2004, him 34.

%2 Moh. Mahfud MD.Op.Cit. him 355
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BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis natifn(legal research

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliianeliputi:

a. Pendekatan perundang-undangstat(ite-approach yaitu dengan menelaah
peraturan perundang-undan@fnyang berkaitan dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan, pangan, dan pastisigayarakat.

b. Pendekatan konsepcdnseptual approagh yaitu dengan menelaah dan
memahami konsep-konsépmengenai prinsip-prinsi pembentukan undang-

undangan, pangan, dan partisipasi masyarakat.

3.2. Jenisdan Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dailah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaB4b;
2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PerligalunLahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;

83 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana, Jakart2007 him. 96

® Johnny IbrahimTeori dan Metodologi Penelitian Hukum NormaBfyumedia, Malang, 2007,
him. 391.
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3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan
Perundang-undangan;

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 T&05 tentang
Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program dasdiksional;

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 M&Q05 tentang
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-ndang,caRgem
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, RgacaPeraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Ta®Q@7/ tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasanrder@grundang-
undangan;

7) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind@ebiomor:
08/DPR-RI1/1/2005-2006 tentang Peraturan Tata T&®R RI.

. Bahan Hukum Sekunder, risalah sidang pembahasarNaidor 41 Tahun

2009, Naskah akademik UU Nomor 41 Tahun 2009,dlitetliteratur yang

terkait dengan permasalahan yang dikaji yang bledssa buku-buku, surat

kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaanadikel internet.

Bahan Hukum Tersier, meliputi:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

4) Ensiklopedia
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3.3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer dilakukangdenmengunduh
aturan hukum yang dibutuhkan diebsite DPR RI, Sekretariat Negara, dan
Kementerian Hukum dan HAM. Bahan hukum sekunder teasier didapatkan
dengan studi literatur di Sekretariat Komisi [V DIRR Perpustakaan Universitas
Brwaijaya, dan Pusat Dokumentasi Informasi Fakulkiskum Universitas
Brawijaya (PDIH FH UB). Selain itu dilakukan pulaawancara dengan
narasumber yang mengetahui dan terlibat dalam grpeembentukan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai data penunjang.

3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutayiaventarisasi,
diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakantent analysiganalisis isi).
Rumusan analisis konten dari Berelson berbunyi gab&erikut: ‘Content
analysis is a research technique for the objectsystematic, and quantitative
description of the manifest content of communicét’d Terjemahan bebasnya
adalah sebagai berikutAhalisis konten adalah suatu teknik penelitian yang
bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikanraeaidjektif, sistematik, dan

kuantitatif isi komunikasi yang tersutat®

% Valerine J.L. Kriekhoff,Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Tklaeval
Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Ramdfiukum yang diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis3@@uli 1997, him. 86.

% | bid.
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Sedangkan rumusan analisis konten menurut Holstbeba dengan
Berelson, yang berbunyi: Content analysis is any technique for making
inferences by objectively and systematically indgntg specified characteristics
of messagés’’ Terjemahan bebasnya adalah sebagai berilanalfsis konten
adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan abjekin sistematis yang
memperkenalkan karakter khusus suatu pesan

Definisi Holsti memungkinkan adanya ciri kualitatdalam analisis
konten. Holsti tidak membatasi isi komunikasi sgigm terbuka kemungkinan
untuk menganalisis isi yang tersurat maupun yangrét. Bila analisis konten
pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atadi dokumen, dan
penelitian hukum normatif atalegal researchjuga mengacu pada data yang
sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik &l konten dapat pula

diterapkan pada penelitian hukum norm%tif.

3.5. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yéargagi dalam :
BAB1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusarasatah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadnfaat teoritik dan manfaat
aplikatif.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

*" Ibid.

% |pid. him. 92.
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Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai eori yang
melandasi penulisan dan pembahasan yang berkateayad judul. Teori ini akan
diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB Ill : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan, lokasi peaslijenis dan sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik pengambeapanden, analisa data.
BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukaeneliti, bab ini
menjelaskan tentang proses pembentukan Undang-gntemor 41 Tahun
2009, bentuk dan mekanisme partisipasi masyaradatndproses pembentukan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dan politik péamg-undangan dalam
proses pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahu® 2@@ingga dapat
berperan mewujudkan hukum pangan yang responsif.

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terpadasalah yang dibahas.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentanighde@gan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mulai digpgda bulan Oktober tahun
2006. RUU ini merupakan usul inisiatif Badan Legssl(Baleg) DPR RI yang
kemudian melibatkan Kementerian Pertanian secarfa sédain itu dalam proses
perencanaannya juga melibatkan banystakeholder seperti petani dan
akademisf® Berdasarkan Keputusan DPR Rl Nomor 07A/DPR-RI0&Q007
tanggal 17 Oktober rancangan yang semula bernama R&jlindungan Lahan
Pertanian Pangan Abadi ini tercantum dalam Prokegaaun 2007.

Meskipun secara legal formal RUU ini diinisiaselol Baleg DPR RI
namun dalam proses perencanaannya justru lebihakamjlakukan oleh
Kementerian Pertanian RI, hal tersebut semisal adadgan Semiloka dan FGD
sebagai sarana konsultasi publik. Oleh karenanggaran yang digunakan untuk
pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 nuexagi@n anggaran

DPR RI dan Kementerian Pertanian RI.

% Wawancara dengan Dr. Fendi Setiawan, SH, MH,. B&skultas Hukum Universitas Jember
dan Mantan Tenaga Ahli Baleg DPR RI. Jember, 5 Rder 2010 Pukul 10.30 di Ruang Bagian
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
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Menteri Pertanian Republik Indonesia membentuk Kglok Kerja
(Pokja) Penyusunan Kebijakan Pengembangan LahananiRer Pangan
Berkelanjutan dengan Keputusan Menteri Pertanian mao
195/Kpts/OT.160/3/2007 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor
526/Kpts/OT.160/9/2007 yang bertugas membuat Nagdaddemik dan draft
RUU.

Pokja yang dibentuk oleh Menteri Pertanian ters&bmudian melakukan
Konsultasi Publik dalam bentﬁ& penyelenggaraan &@midan Lokakarya
(Semiloka) di lima Provinsi yaift

a. Semiloka | di Jakarta tanggal 3 April 2007 bekeajaa dengan Fakultas

Pertanian Institut Pertanian Bogor;

b. Semiloka 1l di Bandung Jawa Barat tanggal 4 Juld2®ekerjasama
dengan Fakultas Pertanian Universitas PadjadjaaaaliBg;

c. Semiloka Ill di Medan Sumatera Utara tanggal 3 Agsis2007
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Stariatara;

d. Semiloka IV di Surabaya Jawa Timur tanggal 3 Septam2007
bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi JawarTi

e. Semiloka V di Makassar Sulawesi Selatan tanggaD&8ember 2007
bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sul@e&sgan.

Selain menyelenggarakan Semiloka, untuk semakinataemgkan proses
perancangan undang-undang ini maka juga dilakuigam kali Focus Group

Discussion(FGD) di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta dengamgundang

0 Laporan Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariakitirat Jenderal Pengelolaan Lahan dan
Air Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tak0@9.
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pakar dan elemen masyarakat yang memiliki kompetErskomitmen di bidang
pertanian.

Setelah proses Semiloka dan FGD yang bertujuarkuné&matangkan dan
menggali aspirasi dari masyarakat maka pada awaht2008 dilakukan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait yémenterian Pekerjaan
Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan hdsidan Kementerian
Pertanian dalam rangka finalisasi penyusunan giafi.

Berdasar hasil RDP yang dilakukan serta atas ugakar dan masyarakat
maka Badan Legislasi mengajukan perubahan judul iRahg semula bernama
RUU Lahan Pertanian Pangan Abadi menjadi RUU Réarrhigan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan. Pengubahan judul RUU terssdlah satunya didasarkan
atas pemikiran bahwa kata abadi tidak tepat digamakarena kata tersebut
merujuk pada sifat Tuhan Yang Maha Esa, oleh kai@nadigunakan kata
berkelanjutan yang dianggap lebih tepat karena ererninkan bahwa lahan
pertanian pangan akan digunakan untuk generasi kiriséan masa depdn.

Pada tanggal 9 April 2008 Keputusan Sidang PargubPR RI
menyatakan bahwa RUU Perlindungan Lahan Pertansrgdh Berkelanjutan
(PLPPB) disetujui dan menjadi hak inisiatif DPRasgutnya RUU ini diserahkan
ke Komisi IV DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 M08 mulai dilakukan
pembahasan RUU PLPPB di tingkat Badan Musyawaram(8) DPR RI.

Melalui Surat Nomor LG.01.02/B131/DPR RI/X1/2008 ngmal 11

November DPR RI secara resmi mengirim RUU PLPPBa#apPresiden.

' Wawancara dengan Ami Damian, SH. Staf Sub Bagiakuhh dan Humas Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kderean Pertanian Republik Indonesia.
Tanggal 18 Oktober 2010 Pukul 11.00 bertempat diuBg D Kantor Pusat Kementerian
Pertanian Republik Indonesia.
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Kemudian pada tanggal 19 Desember 2008 Menteriefeis Negara melalui
Surat Nomor B.634/M.Sesneg/12/2008 menerangkan daRwnesiden telah
menugaskan Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan tymMenteri Dalam
Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakilinkRintah baik sendiri
atau bersama dalam pembahasan bersama DPR.

Pembahasan tingkat | RUU PPLPB dilakukan antanaikiolV DPR RI
(Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikaamum Bulog, dan Dewan
Maritim Nasional) dengan Menteri Pertanian, MenRgkerjaan Umum, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan PimpinarIDRI.

Pada tanggal 2 Februari 2009 Komisi IV DPR RI meiagan Rapat
Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian, Menteri éfalkn Umum, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan pimpinaRIDRI. Dalam Rapat
tersebut Komisi IV DPR RI mengungkapkan bahwa algserlunya keberadaan
Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian PangarkeBnjutan (UU
PLPPB) adalaft:

a. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi penggn bukan di
bidang pertanian, sehingga berbagai perencanaarmapgunan yang
disusun sulit diimplementasikan, dan investasi ydelgah diberikan
berupa pembangunan prasarana fisik menjadi sia-sia;

b. Kebijakan dan peraturan yang telah ada belum mameumjamin
keberadaan lahan pertanian untuk tidak dikonvensiieapenggunaan non

pertanian, karena sangat tergantung kepada tagkanomi pasar yang

2 Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pentati dalam rangka Pembahasan RUU
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj@t&epruari 2009, Sekretariat Komisi IV DPR
RI, Jakarta, 2009, him 8.

3 Risalah Rapat Kerja Komis IV DPR RI....Op. Cit. him 7.
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umumnya tidak memiliki kearifan secara makro, luagsn jangka

panjang;

c. Rendahnya perhatian terhadap lahan pertanian tisabskarena lahan
hanya dilihat dari satu sisi yaitu nilai ekonomngamampu diberikannya
(under estimate padahal kegiatan pertanian mampu memberi manfaat
yang bersifat multifungsi yaitu mencakup manfaasiaokebudayaan,
lingkungan, dan religius;

d. Tingginya alih fungsi lahan pertanian secara tidakgsung juga
mengancam ketahanan pangan nasional, karena |&fagas sumber
daya utamanya tidak mampu dilindungi dengan baik;

e. Alih fungsi lahan yang menyebabkan sempitnya rata-penguasaan
lahan di tingkat petani ditambah belum terintegrgsidukungan terhadap
petani yang berusaha di atasnya, telah menyebd#gatan usaha tani
yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tinddedtidupan yang layak
baginya.

Berdasar hal tersebut di atas maka DPR mengangegdp @ilakukan
upaya strategis dalam pengendalian alih fungsinlgdggatanian dan perlindungan
terhadap lahan pertanian produktif perlu ditopaletp suatu peraturan perundang-
undangan yang menjamin tersedianya lahan pertapgany cukup, mampu
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian glamggunaan non pertanian
secara tidak terkendali, dan menjamin akses mdsytapetani terhadap lahan
pertanian yang tersedia dan untuk menjamin haklerts maka perlu dibuat

peraturan perundang-undangan setingkat undang-gritian

" Risalah Rapat Kerj@p. Cit.him 8.
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Presiden yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umienteri Pertanian,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAMatalRapat Kerja dengan
Komisi IV DPR RI mengungkapkan bah{¥a

Pemerintah menyambut baik dan memberikan apreg@siprakarsa

para anggota dewan yang terhormat yang telah bgaupanyusun

RUU tentang PLPPB dalam rangka memberikan kepasiigwim

untuk mendukung ketersediaan lahan pertanian khyausintuk

komoditas tanaman pangan. Prakarsa ini sejalanadesgmangat

untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan katEulpangan

serta secara khusus ditujukan pula untuk peningkeg¢aejahteraan

petani, sebagaimana diamantakan dalam Pasal 33 194b, yaitu

untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran raksay

diselenggarakan secara berkeadilan dan berkelanjuta

Antara Pemerintah dan DPR memiliki kesepahamanangnturgensi
keberadaan UU PLPPB ini, hal tersebut dapat dildei pernyataan Menteri
Pekerjaan Umum yang menyebutkan bafiwa

a. Dalam beberapa tahun ini terjadi krisis di sengat® produksi pangan
terutama di Pulau Jawa yang dikhawatirkan akan mieukan dampak
negatif terhadap ketahanan pangan nasional dan amezg
keberlangsungan sistem pertanian;

b. Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan nortanpan
menyangkut dimensi yang sangat luas dan tidak sekedinnya produksi
pertanian saja. Hal itu terkait dengan aspek-agpkibahan orientasi
ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakatahAperubahan ini
secara langsung atau tidak langsung akan berdategsdap pergeseran

kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, serta pasripembangunan

pertanian wilayah dan nasional;

"®Ibid, him 3.

"8 |bid. him 4.
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c. Dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan pertankg& non pertanian
tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada yaysy secara langsung
atau tidak langsung disebabkan oleh proses kebijae pemerintah itu
sendiri, untuk memenuhi kepentingan lainnya seppengembangan
industri, perumahan, dan jalan. Dalam banyak kakagersediaan
infrastruktur  ekonomi merupakan faktor positif yandgominan
mempengaruhi preferensi investor dalam memilihadolkahan yang akan
dibangun untuk kegiatan non pertanian;

d. Keberadaan UU PLPPB diharapkan memberikan payurkgnhuyang
dapat melindungi lahan pertanian subur dari ancaatiéanfungsi lahan
baik itu dari lahan yang dimanfaatkan untuk tanarpangan ke non
pangan bahkan ke non pertanian. Pada akhirnyaagikan keseimbangan
luas lahan pertanian dapat terus terpelihara, ggaiketercukupan pangan
utamanya padi dari produksi sendiri dapat terusrtipankan.

Berdasar pernyataan resmi Pemerintah yang disaampaleh Menteri
Pekerjaan Umum dalam Rapat Kerja Pemerintah dans{évhDPR RI ini maka
secara substansial antara Pemerintah dan DPR metatapai kesepakatan, lebih
lanjut dalam forum Rapat Kerja tersebut Menterid?glan Umum yang mewakili
Pemerintah mengatakan bahwa secara umum Pemermiherima dan
mendukung isi dari RUU tersebut, namun ada bebearai@gdan umum dan khusus
terkait dengan RUU PLPPB, catatan umumnya adalah

a. DPR diharapkan dengan cermat memperhatikan berbpgeaturan

perundang-undangan yang ada, sehingga apa yangkaingersebut jelas

7 Ibid. him 5.
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keterkaitannya dengan peraturan perundang-undasgia@lumnya yang

masih berlaku hingga saat ini;

b. Kejelasan batasan dan acuan yang digunakan dalaefir@sikan suatu
istilah dalam batang tubuh RUU, hal ini menjadi tpen untuk
menghindari terjadinya pemahaman ganda terhadaju ss@lah atau
subjek;

c. Semangat dari RUU ini berangkat dari persoalan rgetiaan lahan
sebagai suatu hal yang dinamis, sehingga pemahderhadap kata
“berkelanjutan” dalam RUU ini adalah tepat.

Mengenai catatan khusus dari Pemerintah maka Mdtd&erjaan Umum
mengemukakan beberapa hal yang terkait substadamd&UU tersebut.
Pertama terkait dengan pembedaan antara lahan pertaaiagap berkelanjutan
dengan yang bukan lahan pertanian pangan berk&anjdedug perlunya
penetapan satuan-satuan dalam bentuk angka sekanisrae penetapannya.
Ketiga pemahaman terhadap beragamnya pola penguasaapedgnsahaan
lahan di tingkat petani adalah hal yang berkaitanasa khusus dan perlu
mendapat perhatian bersama.

Kemudian pada tanggal 17 Juni 2009 Komisi IV DPRnidngadakan
Rapat Kerja Intern yang dihadiri oleh mitra kerjaity Menteri Pertanian dan
wakil dari Menteri Hukum dan HAM. Pada Raker tergetisepakati pembahasan
RUU PLPPB disepakati untuk dilanjutkan, kemudian nyepakati Daftar
Inventarisasi masalah (DIM) untuk diserahkan padgoerumus (Timus) dan ada

beberapa DIM yang akan dibahas dalam Panitia KBgaja)’®

8 Sekretariat Komisi IV DPR RilLaporan Singkat Rapat Intern Komisi IV DPR, Rlewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, §ahtj7 Juni 2009, him 3.
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Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada tanggal 18 JuB02 lebih lanjut
menyepakati bahwa rekapitulasi DIM RUU PLPPB betaim 513 yang
kemudian akan dibahas dal&m

a. Tim Perumus (343 DIM tetap);

b. Panitia Kerja (24 DIM yang diusulkan ada perubafeataksional rujukan
pasal dan ayat);

c. Panitia Kerja (25 DIM yang dihapus);

d. Panitia Kerja (121 DIM yang diusulkan perubahanssaiisi, penambahan
pasal dan ayat).

Kemudian pada tanggal 24-25 Juni 2009 diadakan tRRpaitia Kerja
(Panja) antara Komisi IV dan Pemerintah untuk mdmbaDIM RUU PLPPB.
Pada tanggal 1-2 Juli 2009 Rapat Panja antara Kévhidan Pemerintah dalam
Pembahasan DIM RUU PLPPB yang menghasilkan keputustuk menugaskan
Tim Perumus untuk menindaklanjuti hasil Panja dang@mbuat rumusan RUU
sesuai dengan masukan Panja.

Pada tanggal 13-14 Juli 2009 Rapat Tim Perumugahkiamisi IV dan
Pemerintah dalam pembahasan draft RUU, kemudianPEmmus menugaskan
Tim Sinkronisasi untuk melakukan sinkronisasi daftU PLPPB yang telah
dirumuskan oleh Tim Perumus. Tanggal 27-28 Juli92R@pat Tim Sinkronisasi
antara Komisi IV dengan Pemerintah dalam rangkabaéisan RUU PLPPB,
kemudian pada tanggal 30-31 Juli 2009 dilaksanakanjutan rapat Tim

Sinkronisasi.

" Sekretariat Komisi IV DPR RilLaporan Singkat Rapat Intern Komisi IV DPR, Rlewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, §ah$j8 Juni 2009, him 2.
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Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2009 Rapat KoinMsDPR RI

memutuskan akan mengadakan RDP dengan pemeriribhtdRsebut kemudian

dilaksanakan pada tanggal 9 September 2009, naghetusn pelaksanaan RDP

tersebut pada tanggal 7 September 2009 dilaksarrakah antara Tim Perumus

dan Tim Sinkronisasi. Pada tanggal 16 Septembed 3ifang Paripurna DPR RI

memutuskan RUU PLPPB disetujui menjadi Undang-Ugddfemudian pada

tanggal 14 Oktober 2009 Undang-Undang tersebuthkiisa oleh Presiden

menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan ¢étkan dalam

Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009. Secara silykaes Pembentukan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perligaluriahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proses Pembentukan UU PL PPB

No Tahapan Waktu Keterangan

1 17 Oktober 20060 RUU PLPPA tercantum dalam
Prolegnas Tahun 2007

2 12 Maret 2006 Pembentukan Pokja Penyusunan
Kebijakan Pengembangan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh
Menteri Pertanian

3 5 Januari 2007 Rapat Pokja Pengembangan Kebijakan
Lahan Pertanian Pangan Abadi dengan
Tim Baleg DPR RI (Pemaparan
konsep NA dan draft RUU)

4 Pra Legislasi| 10 Januari 2007| Pertemuan Tim Kajian Penyusunanh
Naskah Akademik RUU LPPA dengan

(03]

anggota Komisi IV DPR RI, di The
Sultan Hotel, Jakarta

3 April 2007 Semiloka | di Jakarta

2 Mei 2007 Rapat Kelompok Kerja Penyusunan
Kebijakan Pengembangan Lahan
Pertanian Pangan Abadi

7 Mei 2007 Rapat Tim Kecil Pokja dengan Tim

Badan Legislatif DPR Tentang

Pembahasan Naskah Akademik
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an

am

=

V

8 24-27 Mei Rapat Tim Pokja dan Bakeg DPR R
untuk penyempurnaan NA dan draft
RUU LPPA
9 14 Juni 2007 Rapat Pokja Pengembangan Kebijakan
Lahan Pertanian Pangan Abadi
10 22-29 Juni 2007| Perbaikan NA RUU LPPA oleh Pokja
Pengembangan Kebijakan Lahan
Pertanian Pangan Abadi
11 4 Juli 2007 Semiloka 1l di Bandung
12 Juli 2007 FGD di tiga Jakarta, Yogyakarta, dan
Bandung
13 3 Agustus 2007 | Semiloka Ill di Medan
14 3 Sepetember | Semiloka IV di Surabaya
2007
15 16 September | Rapat Pokja Pengembangan Kebijakan
2007 Lahan Pertanian Pangan Abadi dengan
Baleg DPR RI di Hotel Pangrango 2
Bogor
16 10 Desember | Semiloka V di Makassar
2007
17 Awal tahun 2008 Finalisasi draft RUU yang mekba
Kementan, Kemen PU, Kemenhut, d
BPN.
18 Awal tahun 2008 Baleg mengusulkan pengubahaman
RUU
19 9 April 2008 Sidang Paripurna DPR RI menyetu;
RUU PLPPB sebagai usul inisiatif
DPR RI dan menyerahkan ke Komis
V.
20 15 Mei 2008 Pembahasan RUU PLPPB di Bamu
DPR
21 11 November | DPR RI melalui Surat Nomor
2008 LG.01.02/B131/DPR RI/X1/2008
menyampaikan RUU PLPPB kepada
Presiden.
22 19 Desember | Surat Menteri Sekretaris Negara
2008 Nomor B.634/M.Sesneg/12/2008
perihal Amanat Presiden pada Menteri
Legislasi Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Hukum dan HAM untuk mewakili
Pemerintah baik sendiri atau bersama
pada apembahasan dengan Komisi
DPR RI tentang RUU PLPPB.
23 Januari 2009 Rapat Antar Kementerian (RAK)
tentang RUU PLPPB
24 4 Februari 2009 RDPU Komisi IV DPR RI dengan

Pimpinan Pusat Dewan Tani Indones

a
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25 17-18 Juni 2009| Raker Komisi IV DPR RI dengan
Pemerintah dalam pembahasan DIM
RUU PLPPB.

26 24-25 Juni 2009| Rapat Panitia Kerja antara Kolviis
dan Pemerintah dalam Pembahasan
DIM RUU PLPPB (bagian I)

27 1-2 Juli 2009 Rapat Panitia Kerja antara Komwsi
dan Pemerintah dalam Pembahasan
DIM RUU PLPPB (bagian Il)

28 13-14 Juli 2009 | Rapat Tim Perumus antara Kolvisi
DPR RI dan Pemerintah dalam
pembahasan dfart RUU PLPPB.

29 27-28 Juli 2009 | Rapat Tim Sinkronisasi antaranlso
IV dengan Pemerintah dalam rangka
pembahasan RUU PLPPB (bagian )

30 30-31 Juli 2009 | Rapat Tim Sinkronisasi antarankso
IV dengan Pemerintah dalam rangka
pembahasan RUU PLPPB (bagian Il

31 20 Agustus 2009 Rapat Komisi IV DPR RI
(memutuskan akan diadakan RDP).

32 26 Agustus 2009 Konsultasi Publik dan Jaringd@pat
RUU PLPPB di Universitas
Hasanuddin, Universitas Udayana, dan
Universitas Gajah Mada

33 7 September Rapat antara Tim Perumus dan Tim

2009 Sinkronisasi dengan Pemerintah dalam
Pembahasan RUU PLPPB
34 9 September Laporan Tim Perumus RUU PLPPB
2009 dan RDP
35 16 September | Sidang Paripurna DPR RI menyetujui
2009 RUU PLPPB menjadi UU

36 14 Oktober 2009 Pengesahan UU PLPPB oleh Presiden
dan Pengundangan oleh Menkumham.
Resmi menjadi UU Nomor 41 Tahun

Pasca 2009' —
37 Legislasi Awal Tahun Sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009
2010 di Medan, Bengkulu, Jambi,
Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin,

Makassar, Mamuju, Ternate, Bali,

Mataram, dan Kupang.

Sumber: Laporan Sub Bagian Hukum dan Humas Selaetairektorat Jenderal Pengelolaan
Lahan dan Air Kementerian Pertanian Republik Ingand@ahun 2009.

digagasnya RUU PLPPB hingga menjadi

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwak say@al mula

UU Nomor 41 uhah2009

membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun lamamBaam proses Semiloka
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dan FGD yang melibatkan pakar dan pemerhati magadatanian dan lahan
pertanian banyak memberikan masukan dan kritiktérakebut dapat dilihat dari
perubahan draft RUU hingga tujuh kali sebelum keamdmasuk ke dalam
pembahasan oleh DPR RI.

Pengesahan RUU ini yang baru dilakukan pada talt@® 2uga perlu
dipertanyakan, RUU ini sudah masuk dalam Prole@®5-2010 namun baru
diprioritaskan pada tahun 2007. Urgensi undang-ogdai sudah tidak perlu
dipertanyakan lagi, tingginya konversi lahan pegarpangan ke non pertanian
pangan sangat mengkhawatirkan banyak pihak. Kehot@kan pangan yang
semakin meningkat tentu membutuhkan kuantitas dealitks lahan pertanian
pangan yang memadai. Keberadaan undang-undangdalahalangkah progresif
dalam upaya menjaga dan menjamin keberadaan lag@an@an pangan baik

untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

4.2Bentuk dan Mekanisme Partispass Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

4.2.1. Partisipas Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009
Keberadaan partisipasi masyarakat dalam proses qrgulan peraturan
perundang-undangan memunculkan ragam pendapandentgensinya, pihak
yang setuju menganggap bahwa keberadaan partisygasarakat adalah penting
mendasarkan pendapatnya pada teori demokrasiipattiss, sedangkan yang
tidak setuju mendasarkan pendapatnya pada teooldasi elit.
Pihak yang mendukung teori demokrasi elit mengupk&a bahwa peran

masyarakat berakhir setelah proses pemilihan unaliesa yang ditandai dengan
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terpilihnya wakil rakyat yang siap memperjuangkapdntingan rakyat lewat
lembaga perwakilan. Sedangkan pihak yang menduktetgi demokrasi
partisipatoris berpendapat bahwa masyarakat hailizatlan dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan, dengaifihteya wakil rakyat
tidak menghilangkan peran masyarakat dalam pembusigputusan yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sefitliri.

Partisipasi masyarakat dapat dalam bentuk memberk@sempatan
kepada masyarakat untuk melakukan berbagai praklataen mengusulkan atau
memberikan masukan untuk mengatur sesuatu atau endan kesempatan pada
masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat bémbagai kebijaksanaan
negara atau Pemerintah di bidang perundang-undanBeatam praktek,
pengikutsertaan dilakukan melalui kegiatan segetigkajian ilmiah, penelitian,
berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau dudiskam kepanitiaan untuk
mempersiapkan suatu rancangan peraturan perundaiaggan.

Urgensi partisipasi masyarakat perlu berperan skat@am proses legislasi

adalah karena beberapa faktor, diantaranya attalah

a. Nilai filosofis demokrasi. Demokrasi mengajarkan hlva dalam
pengambilan keputusan yang akan mengatur rakyat makyat perlu
didengar aspirasinya. Dukungan dan keberatan pdriengar dan
dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputu€deh sebab itu
dalam proses legislasi di Daerah aspirasi, tuntdéankeberadaan seluruh

komponen masyarakat sebagtkeholdergerlu menjadi perhatian.

% Ipid. him 283-284.
81 Abdul Gani AbdullahEt al, Laporan Tim Forum Komunikasi Perencanaan Kegiatagislasi
nasional (Pembahasan dengan Masyarakdgkarta, BPHN Depkumham RI., 2005, him 28-29



68

b. Keterbatasan pengambil keputusan. Pemerintah DderaDPRD sebagai
pembuat peraturan perundang-undangan tentu saja pungai
keterbatasan untuk mengetahui secara komprehesrsiadap kondisi,
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab #@syarakat perlu
diikutsertakan dalam proses legislasi, dengan mekare kesempatan
kepada mereka menyampaikan aspirasi, keinginapelatapatnya.

c. Dukungan masyarakat. Peraturan perundang-undangamgy \tidak
memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarag@atiecung akan
menimbulkan penolakan dalam pelaksanaannya. Oléabs&u agar
produk legislasi tersebut mendapat dukungan masytanaaka peran serta
masyarakat dalam proses legislasi perlu ditinghkatka

d. Pertanggung jawaban. Anggota DPR dipilih oleh ralggcara langsung
melalui Pemilu, demikian juga dengan Presiden juljailih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan umum. Sebagajud
pertanggung jawabannya kepada pemilih maka dalamb@etukan

peraturan perundang-undangan peran serta masypekatitingkatkan.

Bagir Manan yang menyebutkan beberapa cara pasisimasyarakat
dalam pembentukan undang-undang yang telah ditenaysiti>:
a. Mengikutsertakan masyarakat dalam tim ahli atawrkpbk-kelompok
kerja;
b. Melakukanpublic hearingatau mengundang dalam rapat-rapat;
c. Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentuukintmendapatkan

tanggapan;

8 yuliandri, Op. Cit him 192.
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d. Melakukan lokakaryaxorkshop sebelum resmi dibahas DPR;
e. Mempublikasikan peraturan agar mendapatkan tanggaytalik.
Peraturan perundang-undangan telah menentukan meelampartisipasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang, beaiaiah bentuk-bentuk
partisipasi tersebut:

Tabel 4.2
Mekanisme Partisipasi Masyar akat dalam Pembentukan Undang-Undang

No Peraturan Perundang- Tahapan M ekanisme
undangan
1 | Undang-Undang Republik Penyiapan atau | Diatur dalam
Indonesia Nomor 10 Tahun 2004Pembahasan RUU Peraturan Tata
tentang Pembentukan Peraturan Tertib DPR/DPRD

Perundang-undangan

2 | Peraturan Presiden Republik | Perencanaan RUYU Forum konsultas
Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 publik
tentang Tata Cara Penyusunan
dan Pengelolaan Program
Legislasi Nasional

3 | Peraturan Presiden Republik | Penyiapan RUU Penyebarluasan

Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 RUU dan
tentang Tata Cara Masyarakat dapat
Mempersiapkan Rancangan memberikan
Undang-ndang, Rancangan masukan secara
Peraturan Pemerintah Pengganti spesifik serta
Undang-undang, Rancangan menyebutkan
Peraturan Pemerintah, dan identitas jelas
Rancangan Peraturan Presiden

4 | Peraturan Presiden Republik | Pengundangan Penyebarluasan
Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 naskah UU

tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan

Secara tertulis

Keputusan Dewan Perwakilan kepada Pimpinan
Rakyat Republik Indonesia _ DPR yang akan
5 | Nomor: 08/DPR-RI/I/2005-2006| Penyiapan diteruskan ke
tentang Peraturan Tata Tertib Pimpinan alat
DPR RI kelengkapan.

Secara lisan
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melalui Rapat
Dengar Pendapat
Umum (RDPU)

Secara tertulis
kepada Pimpinan
DPR yang akan
diteruskan ke

Pimpinan alat
Pembahasan kelengkapan.

Secara lisan
melalui Rapat
Dengar Pendapat
Umum (RDPU)

Sumber: Bahan Hukum Primer diolah (2010)

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UndanguwigndNomor 41
Tahun 2009 dimulai sejak proses perencanaan, Sardidima kota dan FGD di
tiga kota adalah bentuk partisipasi masyarakatndg@lieses perencanaan undang-
undang ini. Melalui mekanisme Semiloka didapat rkasumasyarakat untuk
penyempurnaan RUU, keberadaan Semiloka dikarengleslu adanya suatu
forum dialog untuk konsultasi publik dalam bentuken#loka, yang
memungkinkan terjadinya dialog serta kesepakatatarng arti penting perlunya
suatu sistem perundangan dan peraturan lahan #&a@aili semua pemangku
kepentingan terkait. Berikut adalah hasil Semilbkéa yang diselenggarakan di

lima kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Medand@ay dan Makassar :
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Tabel 4.3
Hasil Semiloka RUU PLPPB di Lima Kota dan Perumusannya dalam UU Nomor 41 Tahun 2009
. M asyar akat ,
No | Semiloka Masukan M asyar akat : Substans dalam UU
(sebagai Pemakalah)
1 | Semiloka | 1) Penetapan kebijakan lahan pangan abatl), Dr. Ernan Rustiadi (P4W | a. Pasal 37 tentang
Jakarta. 3 harus diiringi dengan proses sosialisasi, IPB) Penyuluhan
April 2007 sehingga ~semua aspek  masyarakaf Dr. Yuswanda b. Pasal 42 tentang
mem_ahaml pentingnya lahan pertanian - Temenggung (BPN) disinsentif
iba'?l’l danagan Skedepannyd',ata sos@' Dr. Bomer Pasaribu (Baleg c. Pasal 46 tentang jumla
gn ro " _ \ . DPR) luas lahan sebagai
2) Dimensinya juga ha_rus untuk Ja_lngka Panjang 5. A Hermanto Dardak pengganti lahan
(20 tahun), sesuai dengan jangka wakt (Kemen PU) pertanian pangan yang
perencanaan tata ruang menjadi 20 tahun dan _ dialihfungsikan
sesuai dengan Undang-Undang Perencanadh. PePuti SDA dan d. Pasal 58-60
. Lingkungan Bapenas . Pasal 58-60 tentang
3) Kebijakan harus mengarahkan masyarakat _ . . _ Sistem Informasi
pada konsumsi non beras. 6) Dirjen Pemerintahan e. Pasal 62 tentang

4)

5)
6)

7

8)

Perlu dikaji apakah LPPA tidak bertentang
dengan HAM.

Penguasan kepemilikan perlu ditingkatkan

Peraturan pengendalian perlu diikuti deng
sanksi.

Kalau ada lahan sawah diwariskan, harus
kebijakannya tidak boleh dipecah-pec
(harus satu kesatuan).

RUU LPPA dibuat untuk jangka waktu 3

Jan

jan

ada
ah

0-

Masyarakat Desa
Kemendagri

7) Bupati Kabupaten Badung

proteksi bagi petani

Pasal 62 ayat (1)
tentang asuransi bagi
petani.

=)
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100 tahun.

9) Perlu data sistem informasi yang aku
tepat.

10)Perlu penegakan PP lahan pertan

at,

an

berkaitan dengan batas minimal dan

maksimal kepemilikan.

11)Penentuan LPPA harus terkesan tidak
dipaksakan bagi daerah yang memenuhi

kriteria.

12)RUU LPPA harus mempunyai sanksi yang

berat terhadap pelanggar pelaku konversi

13)Perlu proteksi seperti asuransi bagi pe
yang lahanya masuk LPPA.

[ani

14)Sanksi hukum tidak hanya untuk masyarakat

tapi pemberi izinnya juga.

15)Peraturan harus terintegrasi dari pusat
daerah, petani, kebudayaan.

16)Pembayaran PBB insentif yaitu pada sav
yang kena jalur hijau tidak membayar pal
(PBB di disubsidi) tanpa memandang stz
kepemilikannya.

17)Subsidi pupuk dan asuransi jika gagal pan

18)Inovasi teknologi dengan pencapa
targetnya yang tinggi (misal 10 ton/Ha).

19)Disinsentif misalnya boleh konversi ta
harus mengganti dengan luasan tiga

ke

vah
ak
1tus

en.
an

pi
kal
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Perlu proteksi seperti asuransi bagi petani y
lahannya masuk LPPA.

20)Proteksi lain bila petani ingin menjual LPR

lipat.

maka dibeli pemerintah.

ang

A

Semiloka Il

Bandung, 4
Juli 2007

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dalam pengelolaan LPPA salah satu tuj
yang ditambahkan adalah memperk
struktur perekonomian pedesaan.

Perencanaan dan penetapan pengelg
LPPA dilakukan berdasarkan rencs
pembangunan jangka panjang daerah
nasional.

Penetapan LPPA perlu dilengkapi deng
kewenangan dan mekanismenya.

Dalam pengendalian dan perlindung

LPPA, insentif yang diberikan kepada ya
memiliki hak atas pemilikan lahan tid:

U
ua

2)

Ing)
dan

D)
ap)

ng
Ak

melahirkan bentuk-bentuk ketergantunga@)

jangan sampai terjadi kontradiktif deng
niat pemberdayaan ke arah kemandirian.
Insentif ini harus mendorong lahan-lah
LPPA mejadi lebih produktif.

Penetapan LPPA bukan semata-m
ditekankan kepada lahan sawah tetapi Ig
pertanian pangan setempat.

Jika aparat penegak hukum yang mem

an

af)
o5

han

Deri

laan (Akademisi FP Unpad)

Nad Darga Talkurputra
(Akademisi FP Unpad)
Abraham Suriadikusumah

Prof. Otto Soemarwoto
(Guru Besar Emeritus FP
Unpad)

Dr. Bomer Pasaribu (Baleg
DPR RI)
Drs. H. Dadang S. Muchtar
(Bupati Kabupaten
Karawang)

Dr. Moh. Hasan
Wargakusumah, SH
(Akademisi FH Unpad)
Amirudin Ahmad Dajaan
Imami, SH, MH.
(Akademisi FH Unpad)
Nu’man Abdul Hakim
(Wakil Gubernur Jawa
Barat)

C.

d.

e.

Pasal 17 tentang
Penetapan LPPB dalan
RPJPN, RPJMN,
RPJPD, dan RKPD
Pasal 17-26 tentang
mekanisme Penetapan
LPPB

Pasal 73 tentang sanks
pidana khusus bagi
pejabat pemerintah
Pasal 5 tentang
implementasi LPPB
Pasal 34 ayat (5)
tentang sanksi bagi yan
menelantarkan LPP.

g
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8)

9)

jin terjadinya pelanggaran harus dib

eri

sanksi lebih berat dan kalau terjadi
pelanggaran harus ditegaskan pihak mana

yang berhak dan berwenang memberi
sanksi.

Implementasi LPPA diutamakan pada :

 Sawah-sawah yang sudah ada jarin
irigasinya.

kan

gan

» Lahan-lahan subur yang produktivitasnya

tinggai.
 Meminimalkan lahan-lahan industri ya
tidak/belum dimanfaatkan.

ng

Kepada yang menelantarkan sampai Lahan
Pangan Pertanian (LPP) menjadi tidak
produktif harus ada sanksi yang tegas dalam

bentuk disinsentif.
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Semiloka Il

Medan, 3
Agustus
2007

1) RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Pangdn Dr. Bomer Pasaribu (Baleg

2)

3)

4)

Abadi (RUU PLPPA) menjadi kebututhn
JER Drs. R.E. Nainggolan, MM|,

yang sangat mendesak dan perlu se
disempurnakan.

Ketentuan dalam RUU PLPPA ini tentun
tetap harus menyesuaikan dengan Und:
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentg
Penataan Ruang (PR), karena hal ters
terkait dengan ketentuan Pasal 48 ayat
UUPR dimana RUU PLPPA ini merupak
atribusi/amanat ketentuan Pasal 48 terseh

Pemerintah Daerah sudah sepatutnya m
mencanangkan kebijakan masing-mas
dengan melakukan koordinasi deng
Pemerintah Pusat dan instansi-insta
terkait sehubungan dengan kebijakan LPH

Pelaksanaan LPPA memerlukan dukun
sistem informasi lahan yang komprehen
akurat dan memadai untuk = sistg
monitoring, perencanaan dan pengamb
keputusan. Sistem database yang dibar
perlu disertai dengan informasi menge
sebaran lahan potensial, penggunaan |z
aktual maupun yang dicadangkan un
mendukung ketahanan pangan di m

DPR RI)

(Kepala Bappeda Sumate
ya Utara)

AN Dr. Ernan Rustiadi (IPB)
gbg)t Reti Wafda (IPB)
é Prof. Dr. Muhammad
Ln yamin, SH, MS, CN. (Gury
ut. Besar Hukum Agraria

. USU)
ulai

m@ Prof. Usman Pelly, Ph.D
jan (Guru Besar Antropologi
insi Unimed)

Al) Dr. Ir. Tavi Supriana, MS.
jan (Akademisi FP USU)

siB) Dr. Ir. SB. Simanjuntak,
sm MA. (Wakil Ketua Dewan
lan Pakar Program Agropolita
gun dan Agromarinpolitan

nai Sumatera Utara)

ah@n Zulkifli Nasution
tuk  (Akademisi FP USU)

datang. Sistem informasi lahan vy
dikembangkan perlu

keberagaman karakteristik fisik,

dilengkapi
statu

A9®)Heru Santosa (Akademisi
N FKM USU)

[a

=}

%1) Etti Sudaryati, MKM.

) a.

Pencantuman UU
Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruar
dalam konsideran
“Mengingat”

Pasal 12 tentang
koorddinasi antara pus:
dan daerah tentang
kebijakan PLPPB

Pasal 58-60 tentang
Sistem Informasi LPPB

Pasal 38-43 tentang
Mekanisme insentif dan
disinsentif

Bab 11l tentang
Perencanaan dan
Penetapan.

19

At
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5)

6)

7)

penggunaan, sistem akses dna tingkat (Akademisi FKM USU)
penerapan teknologi sehingga mampip)Bilter A. Sirait (Dosen

mengarahkan kepada pengambil keputy
dalam menetapkan aturan main (rule of
game) terhadap wilayah yang proporsi a
potensial bagi ketersediaan pangan diber
kebijakan terkait.

Mekanisme insentif/disinsentif dilakuka
secara dinamis sesuai dengan karakter
potensi sumberdaya, karakteris
penggunanya, keseimbangan supf
demand, dan sistem nilai yang kondusif yza
mampu mengatur mekanisme tersebut.

Perlu diupayakan optimalisasi lah
pertanian yang ada dengan tetap bersa
sama menempatkan alokasi lahan poter
sebagaicommon pool resourcegng perlu
dijaga bersama, sehingga variabili
sumberdaya pertanian khususnya la
potensial tetap terjaga dan stok lal
potensial tercukupi.

Cara penentuan LPPA yar
direkomendasikan :

¢ Kebutuhan Ilahan ditentukan sec
nasional dari pusat ke bawah.

 Penentuan petani dan kondisi lal

San Kopertis 1)

_thf"r%)Tumiar Sianturi (Dosen

ed Kopertis 1)
kan
14)M. Prama Yufdy (BPTP

Sumatera Utara)

ik FE USU).
oly-
ang

an
xma-
1sial

[as

han
nan

9
ara

an
AS.

ditetapkan secara riil dari bawah ke ata

n
ls{_liﬁ)\]hon Tafbu Ritonga (Dekan
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Jadi perlu sistem gabungaop downdan
bottom up Demikian juga dalam penetapgan
lahan kering.

8) Sistem insentif yang diberikan harus
merupakan insentif ekonomi dan harus
diusahakan sesuai dengand rent Insentif
lain yang dapat diberikan berupa insentif
pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

9) Kebijakan LPPA harus sinkron dengan
kebijakan  bidang pertanian  lainnya.
Kesejahteraan petani jangan dikorbankan
dengan kebijakan LPPA.

10)Kontrak pemerintah dengan petani LPPA

harus berdasar azas sukarela tanpa paksaan.

Kontrak lahan menjadi LPPA mengikat
petani dan pemerintah secara timbal balik
dan seimbang.

11)Pelaksanaan sanksi pidana harus didahului
dengan pelaksanaan insensif yang benhar-
benar sudah memadai. Untuk mempercepat
pengembangan teknologi dan  sistem
agibisnis suatu wilayah perlu
dipertimbangkan pengembangan pola PIR
(Rice Estatp atau PIR PanganTé&naman
Non Pad). Untuk itu disarankan lebih
dahulu melakukan studi kelayakan dan cara-
cara pengelolaan PIR Padi atau PIR Parngan
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yang dianggap layak.

Semiloka IV 1) Salah satu persoalan besar bangsa di masaDr. H. Bomer Pasaribu, a. Pencantuman UU
depan adalah bagaimana menjamin SH.,SE, MS (Baleg DPR Nomor 26 Tahun 2007
Surabaya, 3 : .
Se ketersediaan pangan yang cukup Dbagi RI) tentang Penataan Ruang
ptember .
2007 pemenuhan kebutuhan_ masyarakat. _ 2) Prof Dr Ir. Iksan Semaeon dalam _kon5|deran
2) Pertumbuhan ekonomi, transformasi stuktur MSc (UNBRAW) “Mengingat”
ekonomi dan laju pertumbuhan pendudukes) Kresnayana Yahya, MSc | p. Ppasal 9-16 tentang
yang tinggi merupakan determinan utama (FH Unair Surabaya) perencanaan LPPB

konversi lahan pertanian. 4) Dr. Sapto Widjaja (FH
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3)

4)

5)

6)

7)

LPPA memiliki multi fungsi yakni : menjaga
ketahanan pangan, menjaga stabilitasi fundsi HM Noer Sutjipto ,SP MM

hidrologis daerah alira sungai , menurunl

erosi, menyerap tenaga dan mempertahank@n Lasmono (KTNA Jatim)

nilai-nilai sosial budaya pedesaan.

Penataan LPPA akan berjalan dengan baik Ekonomi Bappeda Propins
dan efektif manakala terdapat persamgan Jatim)
pemahaman dan keterpaduan pembangu)a lbnu Trijahjo, SH, MH (FH

yang dilakukan oleh pelaku dunia usg
maupun pemerintah.

Sehubungan dengan pembaharuan Agraria , Jatim)

maka peraturan yang perlu mendapat tin
lanjut dan sinkronisasi adalah menyelesai
sejumlah RUU yakni :

- RUU Pengelolaan Lahan pertaniai2)Bambang Sudijito

Pangan Abadi.

- RUU Pengelolaan Wilayah.

- RUU Kedaulatan.

- RUU Mineral dan Batubara.
Problem penataan ruang perlu diatasi der
penyusunan Undang-Undang tata Ru
yang baru untuk mencegah secara
tinbulnya kesulitan dimasa mendatang.

Dalam menyusun kebijakan lahan pertanian

abadi diperlukan :
- Meningkatkan kedaulatan pang
lokal

Unair Surabaya)
an (Ketua HKTI Jatim)

7) Budi Setiawan (Kabid

iha  Unibraw Malang)
9) Jacobus Sutoto (Ketua RE

ddl)Prof. Dr. Ir. Soemarno
kan (UNIBRAW)
11)Dr. Sudiarsa (UNIBRAW)

(UNIBRAW)
13)Mangku Purnomo
(UNIBRAW)
14)Tri Wahyu Nugroho, SP,
gan Msi (FP UNIBRAW)
aridp) Dr Jani Januar (Universita
dini  Jember)
16)Satriya Nugraha, SP

an

- Mengatasi masalalaw enforcemen

D

[72)

t
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8)

9)

10)RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Pan

dalam pengendalian alih fung

lahan.

- Mengintegrasikan PLPPA deng

program reforma agraria.
Beberapa aspek utama yang pe

diperhatikan dalam kaitannya dengan R
PLPPA adalah aspek hukum, asj
ekonomi dan aspek sosial budaya.

Ketentuan dalam RUU PLPPA ini tentun
tetap harus menyesuaikan dengan UU Ng

Si
an
rlu

JuU
ek

ya
. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, karena

hal tersebut terkait dengan ketentuan P
48 ayat (2) UUPR dimana RUU PLPPA
merupakan atribusi/amanat Ketentuan P
48 tersebut.

Abadi ( PLPPA ) menjadi kebutuhan yal
sangat mendesak dan perlu
disempurnakan,
diundangkan. Pemerintah Daerah su
sepatutnya mulai mencanangkan kebija
masing-masing dengan
koordinasi dengan Pemerintah Pusat
instansi-instansi terkait sehubungan den
kebijakan LPPA.

asal
ni
asal

gan
hg

segera
disosialisasikan dan

dah
kan

melakukan

dan
gan

Semiloka V
Makassar, 10

Desember

1)

Perlu pertimbangan penggunaan katzadi
dalam RUU LPPA, kontradiksi dengan pa

1)
sal

34 (1), dan pengertian Kata ABADI itu

Dr. HS. Ruslan, SE.
(Kepala BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Selatan

a. Perubahan judul dari
RUU LPPA menjadi
RUU PLPPB
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2007

2)

3)

4)

5)

sendiri, sehingga mungkin perlu diga
dengan kata lainBerkelanjutan? atau yang
lain?.

RUU LPPA harus sinkron dengan UU No
Tahun 2007 tentang Penataan Rug
utamanya dalam Pengaturan Zomor(ing
Regulation Kawasan Budidaya Pertanis
(dalam UU No 26 tahun 2007) deng
Penetapan Zona Lahan Pertanian Par
Abadi.

RUU ini perlu menghindariSentralisasi
peran pada beberapa aspek terter
Sehingga perlu penekanan pada &
"Desentralisasi” (sebagaimana amanat U
No 32 Tahun 2004) dalam Perencang
Penetapan, Penelitian d
Pengembangan,dan Pengendalian LPPA.

Perlu penyelarasan RUU LPPA dengan
No 41 Tahun 1999 tentang Kehutan
karena lahan-lahan potensil (produk
cukup luas pada kawasan non-pertar
khususnya kawasan hutan (kawasan h
produksi terbatas, kawasan hutan produ
dan hutan konversi). Ini juga diperluk
dalam hal peran/fungsi hutan dalg
penyediaan sumberdaya dan tata air.

Pendekatan yang dianut dalam Perencai

\nH)
J

wS))

g,

an
an

it
1S
U
1an,
an

u®
an,
[if)
¥

Jtan
Ksi,
an

mg)

igbh

Drs. HM. Andi Nawir, MP.
(Bupati Kabupaten
Pinrang, Sulawesi Selatan
Dr. H. Bomer Pasaribu,
SH, SE, MS. (Wakil Ketua
Badan Legislasi dan
Anggota Komisi IV DPR-
RI)

Khahar Lahai, SH, MH.
(Dosen Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar)

Prof. Muslimin Mustafa
(Guru Besar Konservasi
Tanah dan Air Fakultas
Pertanian Universitas
Hasanuddin Makassar)
Muslim Salam, Ph.D.
(Fakultas Pertanian
Uiversitas Hasanussin
Makassar)

3 Ir. Rahmadani, MS.

(Fakultas Pertanian
Uiversitas Hasanussin
Makassar)

Dr. Sumbangan Baja
(Universitas Hasanuddin

naan Makassar).

. Pasal 30-32 tentang

kajian akademis
(Penelitian ) LLPB
Pasal 38-43 tentang
insentif dan disinsentif
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6)

7)

8)

LPPA mengadopsi modébp-down(sejalan

dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional). Namun, untuk asppknelitianke

arah zonasi LPPA (sebagaimana tercantum

dalam Bab V RUU LPPA) perlu dilakukan
dengan pendekatdivottom-up” dan bukan
"top-down”, karena total luas LPPA pada

suatu wilayah merupakan penjumlahan

(komposit) dari total luas LPPA pada

tingkat/hierarkhi di bawahnya.

Perlu memperhatikan sinergisme dan
integrasi  antar  sektor  (perkebunan,

kehutanan, pertambangan, dll), antar wila

yah

administrasi, maupun antar pelaku pertanian

untuk menjamin asas manfaat, keadilan,
keberlanjutan.

Perlunya kajian Akademis yang dilakuk

dan

an

secara cermat dan mendalam, untuk
menghindari bias dalam perencangan,
pelaksanaan, dan pengendalian, agar LPPA

dapat diPerda kandan dituangkan dalam

RPJM Daerah.

Insentif perlu dipertegas dan dielaborasi,
baik kepada siapa saja (pada pemerintah
daerah, asosiasi petani, masyarakat secara
individu), maupun bentuknya. Khusus unfuk

masyarakat tani, insentif perlu ditujukan a

par




70

9) RUU ini perlu mempertimbangkan luasgn

=)

petani bisa lebinyaman, terlindungi, da
terberdayakan

lahan berpotensi untuk usaha tanaman
pangan diluar dari pada lahan yang saat ini
tersedia. Luasan lahan perlu berbasis pada
kebutuhan pangan, dan aspek keberlanjutan.

10)Tanggungjawab pelaksanaan konseryasi

tanah dan air adalah oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan MasyarakBglam
Pasal 23 Ayat 2 hanya mencantumkan
Tanggungjawab Pemerintah). Juga, agar
RUU ini tidak terlalu sentralistik, terutama
dalam perencanaan LPPA: kewenandan-
kewenangan pusat, daerah perlu dipertegas.

11)Beberapa hal yang dipermasalahkan

mengenai substansi agar lebih mendalam
dibahas, beberapa substansi akan diatur
dalam aturan lain atau khusus, misalnya:
RUU Konservasi Lahan dan Air, RRP

Reforma Agraria, dll. Meskipun demikiap,

kebijakan-kebijakan yang  menyangkut

"konversi lahan” perlu berada dalam satu

payung kebijakan.

12)Insentif dan Disintensiperlu secara eksplisit

ada kaidah/norma yang mengatur tentang
sanksi pemanfatan lahan/konversi lahan
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(swasta/masyarakat), dan LPPA tidak a
diberikan kecuali untuk kepentingan umu
Pengaturan sanksi harus tegas.

13)Diharapkan UU LPPA nantinya berpih
pada 2 hal vyaitu Keberlanjutan dan
Masyaraka Tani (Petani)

Kan
m.

Sumber: Buletin Pengelolaan Lahan dan Air DitieilARementen Rl (Desember, 2007)




Bentuk partisipasi dengan cara Semiloka ini seslgmigan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005tatgn Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Ndsibliasil Semiloka |-V
tersebut di atas sangat mempengaruhi perkembangatassi RUU PLPPB, hal
itu dapat dilihat dengan perubahan draft RUU hiniggzh kali. Semiloka tersebut
menghadirkan pakar, birokrat, dan organisasi petebagai pemateri dan
memberikan tanggapan atas draft RUU yang sudatadiieh Pokja Kementan
RI.

Selanjutnya adalah Partisipasi masyarakat dalaaptBembahasan RUU,
kegiatan ini dilakukan setelah RUU PLPPB secaranrekbahas oleh DPR RI.
Menurut hasil penelitian penulis partisipasi maajat ini dilakukan dengan cara
mengikuti RDPU yang diselenggarakan oleh Komisi DR RI dan dengan
mengikuti Konsultasi Publik serta Jaring Pendapabeberapa kota. Berikut

adalah bentuk dan hasil partisipasi masyarakahtdpEmbahasan RUU PLPPB:

Tabel 4.4
Partisipas M asyarakat dalam Pembahasan RUU PL PPB
No Bentuk Unsur Masyar akat Masukan
1 | Rapat Dengar Pimpinan Pusat Dua alternatif penyediaan
Pendapat Umum | Dewan Tani Lahan Pertanian Pangan

Indonesia, HKTI, dan| Berkelanjutan:
Konsorsium a. Lahan yang saat ini
Pembaruan Agraria. sudah dimanfaatkan

untuk pertanian pangan
langsung ditetapkan
sebagai Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

b. Rekonversi lahan agar
menambah jumlah
Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

2 Konsultasi Publik | FP Unhas Makassat,, @anksi dianggap terlalu




dan Jaring
Pendapat

BEM FP Unhas,
Dinas Pertanian
Pemprov Sulsel

. Integrasi sistem

. Kebijakan yang

ringan;

informasi LPPB denga
Sistem Informasi Data
Spasial Nasional;
Insentif dan disinsentif
sangat perlu untuk
dilakukan;

merugikan petani haru
dihapus.

—

\°2J

Konsultasi Publik
dan Jaring
Pendapat

Fakultas Pertanian
Unud Denpasar,
Fakultas Hukum
Unud, Fakultas
Pertanian Unud,
Yayasan Pertanian
Bali, Dintanbunhut
Kabupaten Badung,
dan Dinas Pertanian
Propinsi Bali.

. Terobosan pasca pane

. Peningkatan citra peta

. Alih fungsi lebih sering

. Insentif bagi para

. Harus ada penjaminan

. Penyempurnaan

bagi petani;

agar generasi muda
mau bertani;
Paradigma ketahanan
pangan bukan
swasembada beras sa|
tapi juga tanaman
pangan lain;

terjadi karena bertani
dianggap kurang
menjanjikan
kesejahteraan;

petani perlu
ditingkatkan;
Kultur dan SDM
pertanian harus
ditingkatkan;

tingkat harga bagi
petani;

terhadap aspek teknis
dan konsistensi dalam

n

a

perancangan.
Konsultasi Publik | Civitas akademika . UU ini perlu

dan Jaring Universitas Gajah mengakomodasi
Pendapat Mada Yogyakarta berbagai dimensi baik

. Penegasan mengenai

perdata, pidana, dan
administratif. Dalam
RUU masih dominan
pada administratif dan
pidana.




waktu penyediaan lahgn
pengganti;

c. Dalam banyak aktivitag
PLPPB perlu
dipertimbangkan
adanya peta rawan
bencana;

d. Perlu ada kejelasan
bahwa masyarakat
wajib diikutsertakan
langsung atau terlibat
dalam perlindungan
lahan pertanian pangan.

Sumber: Sekretariat Komisi IV DPR Bdokumen Hasil Konsultasi Publik RUU PLPRBIak
diterbitkan (2009)

Bentuk partisipasi masyarakat dengan bentuk kaasulublik, jaring
pendapat, dan RDPU sudah sesuai dengan Keputuseen®erwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: 08/DPR-RI/1/2005-2006 téery Peraturan Tata
Tertib DPR RI. Hal yang perlu dikritisi adalah peranasyarakat sebagai
pemangku kepentingan terkesan pasif, dalam art@syanakat menunggu pihak
DPR RI untuk membuka ruang partispasi secara résmat forum-forum resmi
kemudian masyarakat baru memberikan partisipasibggdam Peraturan Tatib
DPR masyarakat diberikan kesempatan secara aktik urerpartisipasi dengan
cara memberikan masukan kepada DPR RI mengenaiyRudty sedang dibahas.

Mekanisme partisipasi masyarakat seperti yang didalam Peraturan
Tata Tertib DPR mendapatkan kritik dari Riris Katha dan Bivitri Susanti. Riris
Katharina mengungkapkan bahwa ada empat kelemahtamdmekanisme

partisipasi masyarakat dalam Peraturan Tata TBRIR, yait>:

8 Riris Katharina,Pemetaan Masalah Parlemen Ditinjau Dari Peraturaatd Tertib DPR RI:
Rekomendasi Kinerja DPR Melalui Revisi Tata Tertibporan Hasil Penelitian Pusat Pengkajian
dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DRRr&lerich Nauman Stiftung, Jakarta, 2005.
him 50-53.



a. Mekanisme ini membuat pembentuk undang-undangr(dak ini DPR,
Presiden, dan DPD) berada dalam kondisi pasif, gg@@m masyarakat
diminta untuk aktif berpartisipasi dengan segaldedkatasan yang
dimilikinya, padahal akan lebih efektif jika penmbek undang-undang
dilibatkan secara aktif dan masyarakat dilibatkecasa aktif dan pasif;

b. Ketentuan partisipasi masyarakat tidak bersifatlakkutoleh karena itu
DPR seringkali melakukan rapat tertutup yang meibgdlkan masyarakat
tidak dapat mengakses informasi ters&but

c. Hadirnya pasal 141 ayat (4) dan pasal 143 ayaPé€Baturat Tatib DPR
yang membatasi waktu dan jumlah masyarakat yang akemberikan
partisipasinya membuktikan bahwa DPR kurang seriasngenai
eksistensi partisipasi masyarakat;

d. Ketidakjelasan mengenai tindak lanjut partisipasisyarakat, seringkali

masukan masyarakat tidak tergambar dalam undangagnd

Bivitri Susanti dan timnya yang berasal dari PuSaidi Hukum dan
Kebijakan (PSHK) dalam sebuah laporan penelitiamguegkapkan bahwa
secara empirik mekanisme partisipasi masyarakagj yaatur dalam Peraturan

Tatib DPR adalah cara untuk meredam aspirasi pudiumentasinya adaf&h

Pertama tidak ada pengaturan yang menyatakan bahwa nrasuka
yang disampaikan secara langsung (baik tertulispomalisan) harus
dicatat sebagai bagian dari proses penyiapan dambgieasan.
Sehingga dengan begitu, posisi dari masukan mdsataseperti
tidak berbeda kedudukannya dengan opini di koraarkodan
obrolan di pinggir jalan.

8 Risalah Rapat DPR yang bersifat tertutup tidaka hitakses oleh publik, Penulis telah
membuktikannya sendiri di Sekretariat Komisi IV DRR

% saldi IsraOp. Cit him 288.



Kedua tidak ada pengaturan yang mewajibkan anggota umaup
DPR secara institusional untuk menginformasikan akep
masyarakat pemberi masukan bagaiamana status magaha telah
disampaikan, apakah ditolak, dipertimbangkan umliblahas dalam
proses selanjutnya, atau justru diterima sepenuhigiadaan
aturan semacam ini menjadikan tidak ada jaminanukaes dari
masyarakat tersebut dipertimbangkan secara seailsmdproses
pembahasan di DPR. bahkan mungkin yang lebih ekstidak ada
kewajiban anggota DPR untuk minimal mendengarkaau at
membaca masukan yang disampaikan.

Benang merah pendapat Riris Katharina dan BiSiisanti tersebut adalah
tentangfollow updari hasil partisipasi yang dilakukan oleh maskaraSaldi Isra
berpendapat bahwa memang hal tersebut menjadi lIsebasalah besar karena
dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20@4 fjuak disebutkan
secara eksplisit tentang tindak lanjut tersebugrtean tersebut memberikan hak
pada masyarakat untuk melakukan partisipasi, sshgaudengan adanya hak
pada masyarakat maka timbul kewajiban bagi DPR dafam hal ini ternyata
tidak, hal itu dibuktikan dengan ketiadaan sankka jDPR mengabaikan

partisipasi masyarak&t.

Menurut pendapat penulis bahwa memang secara nbrtitek ada
pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi madgdryang diberikan secara
langsung (tertulis maupun lisan) kepada DPR, tetlgfam mekanisme rapat
dengar pendapat umum (RDPU) yang dilakukan dengampipan alat
kelengkapan DPR masukan yang berasal dari masayadeakebut dicatat dalam
risalah RDPU yang nantinya setiap anggota DPR dasyamakat dapat
mengakses risalah tersebut, risalah tersebut akemadi bagian tak terpisahkan

dari proses pembentukan suatu undang-undang.

8 |pid. him 289.



Satu hal penting lainnya adalah tentang cara makgarmemberikan
masukan dalam proses partisipasi tersebut, menalpenkasukan secara elegan
dan simpatik kemungkinan akan lebih diterima keangpmelakukan demonstrasi
yang anarkis. Selain itu masalah ini mau tidak mmaws harus dipecahkan lewat
revisi aturan hukum terkait yaitu Undang-Undang MonmiO Tahun 2004,
meskipun demikian sebelum proses revisi tersebaksiinakan maka partisipasi
masyarakat harus tetap dilaksanakan untuk mendapgikoduk hukum yang

responsif.

Pendapat lain menyebutkan bahwa salah satu beahyampaian aspirasi
atau partisipasi masyarakat dapat dilakukan denggnk rasa ataupun lewat
media mass¥. Penulis berpendapat bahwa mekanisme unjuk rasgpunau
pembentukan opini publik melalui media massa kuraegat untuk dapat
dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakaunaentasi dari pendapat
penulis adalah bahwa unjuk rasa dan pembentukar ppblik melalui media
massa dilakukan tidak berdasarkan mekanisme atagegur baku yang
ditetapkan aturan hukum yang terkait pembentukanatpean perundang-

undangan.

Seringkali unjuk rasa dan pembentukan opini pulmiétalui media massa
dilakukan atas permintaan pihak tertentu yang ingiempengaruhi bahkan
menekan anggota dewan, seharusnya aspirasi maalarakbukan dijadikan
bahan untuk menekan tetapi sebagai referensi upgmdentuk undang-undang

dalam merumuskan norma yang terkait.

87 saifudin,Op. Cit him 217.



Terbukanya saluran resmi penyampaian aspirasi seéfak tahap
perencanaan suatu RUU harus dioptimalkan keberaglaarsehingga saluran
tidak resmi semacam unjuk rasa harus diminimalkamuk rasa dapat saja
dilakukan jika melalui saluran resmi yang dijamieroundang-undang tersebut

tidak dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Karena sifat unjuk rasa yang tidak teradopsi datle@kanisme partisipasi
masyarakat maka aspirasi yang disampaikan oleh pamgunjuk rasa secara
resmi tidak mengikat anggota DPR yang sedang measbabatu RUU, lain
halnya jika mekanisme penyampaian aspirasi metaliran resmi maka aspirasi
yang disampaikan tersebut akan tercatat dalanahsasmi DPR dan merupakan

salah satu referensi resmi yang digunakan oleh pamimdang-undang.

4.2.2. Nilai Demokras Forum Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakérk monopoli

negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapathét@h pada badan yang bukan
badan negara atau bukan badan pemerintah, selpaggaprinsipnya tidak akan
ada deregulasi yang memungkinkan penswastaan pamkban peraturan
perundang-undangan. Meskipun demikian dalam prpsgthentukannya sangat
mungkin mengikutsertakan pihak bukan negara atamepetah, hal tersebut
didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan peruundalaggan baik langsung

maupun tidak langsung akan selalu berkenaan deke@entingan umum, oleh



karena itu sangat wajar apabila masyarakat diikiaisan (partisipasi masyarakat)
dalam penyusunannya.

Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sisikiih modern
partisipasi masyarakat merupakan sarana bagi nastauntuk melakukan
negoisasi dalam proses perumusan peraturan pegHudaiangan terutama yang
berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakaisipasi juga dilakukan
agar menjamin bahwa kepentingan masyarakat tidatatkkan oleh pembentuk
peraturan perundang-undandan.

Hal di atas tidak terlepas dari prinsip kedaulatstyat yang dianut oleh
Indonesia, prinsip ini merupakan pilihan yang tedgdikirkan jauh-jauh hari oleh
founding fathersPrinsip kedaulatan rakyat telah tumbuh dan térped dalam
kehidupan masyarakat di pedesaan, paham tersebatae pada hak tertinggi
rakyat pedesaan untuk menyelenggarakan urusan anesekdiri, seperti
menetapkan dan memilih kepala desa, kepala kamatmgkepala persekutuan
hukum lainnya seperti kepala margauchik dan lain sebagainyA.

Gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi jelaangukg dalam UUD
1945. Mulai dari Pembukaan sampai ke pasal-pasdbkrgantum dengan tegas
dianutnya paham demokrasi atau kedaulatan rakyeusip ini juga tercermin
dalam keseluruhan mekanisme dan prosedur-prosexhg gliatur dalam UUD

1945, seperti prosedur rekrutmen politik, mekanig@eyusunan kebijakan atau

8 M. Aliamsyah.Op. Cit him 8.

8 Saldi IsraPergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model LagidParlementer dalam Sistem
Presidensial Indonesjalakarta, Rajawali Press, 2010, him 282-283.

% Eddy Purnama\egara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistemédtintahan Indonesia
dan Perbandingannya dengan Negara-negara | Binsamedia, Bandung, 2007, him 39-40.



fungsi legislasi, dan prosedur pengawasan lediskethadap pelaksanaan
kekuasaari-

Prinsip-prinsip legislasi dan pengaturan kehidupallik harus dilakukan
secara demokratis oleh lembaga perwakilan rakya aetidaknya mendapat
delegasi kewenangan untuk mengatur dari undangagndarena yang dianggap
berhak mengatur kehidupan umum adalah rakyat sendlalui perantara wakil-
wakilnya di parlemeri®

Afan Gaffar dalam analisisnya menarik hubungan Karsstik rezim,
mekanisme pembentukan, dan karakter produk hukumBgikut adalah
hubungan antara tipe rezim, mekanisme, dan karstkkgoroduk hukum:

Tabel 4.5

Hubungan antara Tipe Rezim, M ekanisme Pembentukan, dan Karakteristik
Produk Hukum

TipeRezim M ekanisme Karakter
Pembentukan Produk Hukum
Demokratis Pluralistik/Kompetitif Populis,
Progresif, dan
interpretasi
terbatas
Non Sentralistis/Non Elitis,
Demokratis Kompetitif Konservatif, dan
interprestasi
sangat luas

Sumber: Saifudin (2009)

Pembentukan undang-undang dalam rezim yang denmldéékukan
secara pluralis artinya adalah bahwa keterlibataasyarakat dalam proses

pembentukannya sangat tinggi sehingga menghaskkaskter undang-undang

°1 Jimly AsshiddigieGreen Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasagara Republik
Indonesia Tahun 194HRajawali Press, Jakarta, 2009, him 105.

%2 |bid. him 106.



yang populis dan progresif sehingga memberikanrkpatan interpretasi yang
sedikit kepada pihak eksekutif. Berbeda dengannregang demokratis maka
dalam rezim yang non demokratis pembentukan undadgng dilakukan elit

tanpa melibatkan masyarakat, oleh karena itu karagtoduk hukum yang

dihasilkan bersifat elitis, konservatif, dan teraukntuk interpretasi baru dengan
peraturan yang biasa dibuat oleh pemeriritah.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangarnjukditu untuk
kebutuhan hukum masyarakat oleh karena itu harugjikgi perkembangannya,
dengan demikian bahwa partisipasi masyarakat sadgaituhkan dalam
penyusunan Prolegnas, meski tidak ada ketentuapryangharuskan pemerintah
maupun DPR melibatkan masyarakat dalam penyusumdegRas tetapi program
menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat untybathsipasi secara aktif
dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Keberadaan partisipasi masyarakat dalam pembentuk@ng-undang di
DPR tidak lepas dari hubungan antara yang diwgkdkyat) dengan yang
mewakili (anggota DPR). Setidaknya terdapat tigask&uensi dalam hubungan
antara rakyat dan anggota DPR yaitu senantiasaaibsipasi dalam setiap
pembahasan dan kontrol politik terhadap kebijaksanaasional, memberikan
informasi kepada rakyat tentang segala aktifitasmygan member bantuan dan

nasihat yang dibutuhkan rakyA4t.

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat di Indonssferusnya dapat

melibatkan rakyat atau masyarakat secara intem$and pembentukan undang-

% saifudin,Loc. Cit him 31-32.

° Eddy Purnamap. Cit hal 69.



undang. Keberadaan DPR (lembaga perwakilan) mergadgat penting bagi
pemerintah yang demokratis, tetapi tidak identikg#e demokrasi itu send.
Hal itu bisa terjadi jika DPR sebagai lembaga pé&ian rakyat justru tidak
memperhatikan kepentingan rakyat dan hanya meniiehakepentingan

golongan atau partai politiknya saja.

Demokratis atau tidaknya suatu lembaga perwakilPR) dapat dilihat
dari proses pembentukan undang-undang di dalamagantersebut. Nilai-nilai
demokrasi harus tercermin dalam lembaga yang klipiéilam pesta demokrasi
tersebut, pada awalnya demokrasi adalah gagasapn pa@ngandaikan bahwa
kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyamih dalam pengertian yang
lebih partisipatif bahwa demokrasi adalah konséquésaan dari, oleh, untuk, dan
bersama rakyat. Artinya adalah bahwa kekuasaarpanla pokoknya diakui
berasal dari rakyat, dan karena itu pada rakyatéaty sebenarnya menentukan
dan member arah serta yang sesungguhnya menyetakggakehidupan

kenegaraaf®

Keberadaan partisipasi masyarakat dalam sebuahlandgmokrasi masih
menjadi suatu persoalan yandebatable Permasalahannya adalah apakah
pemerintahan yang demokratis itu tergantung ada #tdaknya partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undagadanya partisipasi

menjadi suatu ukuran dalam pembentukan undang-gnglamgy demokratis maka

% |bid.

% Jimly Asshiddigie,Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokraionstitusi Press, Jakarta,
2006, hal 335.



ukuran apakah yang dapat menentukan bahwa sudisiggsi masyarakat itu

merupakan keinginan bersama dalam masyardkat?

Pada dasarnya permasalahan tersebut telah menygegkoalan definisi
dan ukuran demokrasi. Pengertian dan ukuran demioktadapat dilihat dari
berbagai sudut pandang. Meskipun telah dilakukanbagian yang professional
antara rakyat dan pembentuk undang-undang yanggiadanya bermuara pada
pentingnya kesadaran lembaga perwakilan, namuratakyap harus diberikan
tempat untuk bisa berpartisipasi secara aktif dggamses pembentukan undang-
undang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukaangrundang di suatu
negara demokrasi harus dilihat secara seksama ddn gituangkan secara

proporsional dalam suatu aturan hukum.

Proses pembentukan undang-undang di negara deisokeshbaga
perwakilan perlu membuka diri secara proporsioreshadap masukan dari
partisipasi masyarakat meskipun tanggungjawab heradkalam pembentukan

undang-undang tetap berada pada pemegang kekuegisatif >®

Hukum positif Indonesia telah memberikan ruang edarbatas bagi
partisipasi masyarakat dalam pembentukan undangnrgndhal itu termuat dalam
beberapa aturan hukum yang ada. Meskipun ketento@ngenai partispasi
masyarakat dalam pembentukan undang-undang sudikbntbhdir dalam aturan
hukum  pembentukan  peraturan perundang-undangan pi tetalalam
implementasinya partisipasi tersebut sulit untd&kidikan jika tidak adgolitical

will dari pembentuk undang-undang.

" Saifudin,Loc.Cit him 35.

%8 | bid.



Pada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 41InT2000 baik
pemerintah dalam hal ini adalah Kementan Rl dan BPRielakukan konsultasi
publik, seminar, lokakarya, daworkshopyang melibatkan masyarakat.Hal
yang perlu dikritisi adalah apakah forum partisigdam tahap perencanaan dan
pembahasan tersebut benar-benar memberikan pengarghsignifikan terhadap

substansi RUU yang akan disahkan menjadi undangnagd

Nilai demokrasi yang tercermin dari keberadaanigpesi masyarakat
dalam pembentukan undang-undang adalah kebebasamatadean pendapat dan
semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakameripah, harus
bertanggungjawab kepada keinginan rakyat. Sebagajudw demokrasi
partisipatoris maka keberadaan partisipasi masgatarus menganut nilai bebas
menyatakan pendapat, dalam kerangka pembentukangiuwhdang maka nilai
ini dapat diartikan bahwa masyarakat dapat mexidai memberikan pendapat
mengenai substansi RUU yang sedang dalam tahapcami@an ataupun tahap

pembahasan yang tujuannya member masukan kepadeipemk undang-undang

Demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang berkizdamlatan rakyat
pada hakikatnya mensyaratkan bahwa setiap peratpeaandang-undangan
seyogianya memihak rakyat dan mendahulukan kemmrtnya. Dalam
pembentukan undang-undang maka rakyat sudah sepgatalilibatkan agar
nantinya undang-undang yang dihasilkan sesuai derkgpentingan rakyat.

Keberadaan partisipasi masyarakat merupakan suadélyauagar pembentuk

% Moh. Fadli,Pembentukan Undang-Undang di Badan Legislasi DPRPRhguatan Lembaga
dan Reformasi Prosetaporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitaavidlaya, Malang, 2010,
him 43.



undang-undang tidak semena-mena dalam merumuskamanaan tetap

mengedepankan kepentingan rakyat.

Peran masyarakat dalam pembentukan undang-undangadneangat
penting, terutama dalam ikut mengontrol DPR. Bemagam pemikiran
masyarakat dalam rangka mengontrol kinerja DPRdsra dalam pembentukan
undang-undang adalah karena terdapat kekuatarstmikéur politik yang berupa
kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh mrakghs LSM, dan
perguruan tinggt®® Peran perguruan tinggi dan LSM dalam pembentukan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sangat besaykiedengan banyaknya

masukan dan saran kepada DPR mengenai substaasiginddang tersebut.

Keberadaan kelompok-kelompok tersebut akan sangatbantu dalam
proses demokratisasi di Indonesia sebagai negamng dalam Konstitusinya
menegaskan menganut prinsip kedaulatan rakyataBardhal tersebut maka DPR
seyogianya harus memperhatikan saran dan rekomégalastan infrasstruktur
politik, karena secara riil kekuatan tersebut mdinfmgian tak terpisahkan dari
eksistensi bangsa secara keseluruhan. Semua kegmntnasyarakat seyogianya
dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusatak pembentukan
undang-undang, jika tidak ditanggapi secara propoas sangat mungkin
masyarakat akan melakukan uji materil undang-und@ngadap UUD 1945

kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Forum partisipasi masyarakat yang ditentukan dgaraturan perundang-
undangan terkait pembentukan peraturan perundaagagan adalah ruang resmi

yang disediakan oleh aturan hukum, namun demileasiapat forum lain yang

190 saifudin,Op. Cit hal. 174-175.



dapat digunakan untuk menyampaikan partisipasi arakgt yang dating
langsung ke DPR vyaitu Baleg DPR, Asisten | SekiataDPR RI bidang
perundang-undangan, Pusat Pengkajian dan Pelayaftamasi'®* Forum lain
seperti kunjungan kerja ke daerah, seminar yangakipsai komisi, fraksi
maupun perorangan anggota DPR juga dapat digunsédaagai forum untuk
menyampaikan partisipasi masyaralatPerlu diingat bahwa jika partisipasi
masyarakat dilakukan secara resmi dan formal mk&a tercatat dalam risalah
atau laporan resmi yang dibuat Sekretariat Koméai alat kelengkapan lain, jika

tidak maka tidak akan tercatat.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Saiftffibahwa pada dasarnya
pelaku partisipasi masyarakat dalam pembentukaangidndang dapat memilih
forum yang tersedia dalam berbagai alat kelengk&#R yang ada. Namun jika
pembahasan sudah masuk pada pembicaraan tinglkatal akan lebih baik jika
disampaikan kepada anggota DPR dari komisi, pakitissus, atau panitia kerja
yang tengah menanganinya. Jika suatu RUU sudahkndelam pembicaraan

tingkat Il maka akan lebih baik untuk disampaikap&da fraksi.

Berbagai mekanisme partisipasi masyarakat sud&dlielsan yaitu dalam
bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audeasihearing dengan
fraksi-fraksi, konsultasi publik, atduearing dengan Badan Legislasi. Mengenai
efektif atau tidaknya forum atau mekanisme ini mgnantuk dilihat pendapat

dari berbagai macam fraksi di DPR, Fraksi Partdk@doerpendapat bahwa lebih

191 Anonim, dalam www.parlemen.net/v_02.htliakses tanggal 01 Oktober 2010.

192 3aifudin,Op. Cit him 260.

103 | pid.



baik masyarakat menyalurkan aspirasinya lewat Kom@ég ada di DPR
sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa jusenilan masyarakat akan lebih

efektif menyalurkan aspirasinya dengan berunjul (demonstrasi’*

Penilaian fraksi ini patut dikritisi karena paddinga semua mekanisme
atau forum partisipasi masyarakat yang disediaki@h aturan hukum harus
berlaku efektif karena semua bentuk partisipasetant pada hakikatnya adalah
bentuk interaksi antara anggota DPR sebagai oramg ylipercaya mewakili

rakyat dengan rakyatnya sendiri sebagai konstituen.

4.3. Politik Perundang-undangan dalam Proses Pembentukan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009

4.3.2. Pengaruh Forum Partisipas Masyarakat terhadap Substans
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Undang-undang merupakan produk hukum yang memlgkjitimasi
sangat kuat, hal tersebut dilihat dari proses petalmya yang melibatkan pihak
legislatif maupun eksekutif sehingga diharapkanuabbundang-undang yang
lahir dari proses legislasi merupakan produk hukgamng mampu menjawab
tantangan kehidupan yang ada di masyarakat. FilBswéncis, Jean Jacques
Rosseau, mengungkapkan bahwa keputusan-keputusag wyaenyangkut
kepentingan umum harus dibuat dalam bentuk undadgng yang berlaku untuk

semua orang dan berisikan suatu masalah yang uffium.

194 3aifudin.Op. Cit him 261.

195 van der Vlies, | CBuku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undar{gandboek
Wetgeving) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undaigamenterian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 200%,29-30.



Karena dalam proses pembentukannya yang melibd#gislatif dan
eksekutif maka undang-undang diharapkan bukan hamgak kepentingan
jangka pendek dan sesaat semata, suatu undangguhdams tangguh karena
nantinya masyarakat akan sangat mengharapkan bphvdwk hukum yang
dibuat oleh kedua cabang kekuasaan tersebut membéwmpastian, kepercayaan,
dan konsistensi mengenai materi yang diaturnya.

Rasionalitas perlunya partisipasi masyarakat dadetrap pembentukan
undang-undang adal®h

a. Pembentuk undang-undang mendapatkan masukan irdiorrdari
masyarakat ataupun para ahli agar setiap kepentidgpat terakomodasi

(informing the administratioxn

b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerimantanyesuaikan
diri dengan berlakunya undang-undang yang dibestarka mengurangi
kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingancréasing the
readiness of the public to accept decigjon

c. Membantu meningkatkan perlindungan hukum secareept#, sehingga
keperluan atau dorongan untuk melakukamdicial review dapat
diminimalisasi §upplementing judicial protectiopn

Semiloka, FGD, Konsultasi Publik, dan RDPU sebdgaim partisipasi
masyarakat terus memberikan masukan kepada perkbemtiang-undang agar
baik secara substansi maupun teknik perancangan RURPB terus mengalami

penyempurnaan. Perubahan draft RUU hingga tujuhrkatupakan salah satu

1%Akmal Boedianto,Membangun APBD yang Partisipatif Pada Era OtononsieEah Putra
Media Nusantara, Surabaya, 2010, him 20.



indicator bahwa hasil forum partisipasi masyarakatsebut diterima dan
dijadikan bahan pertimbangan pembentuk undang-undangan baik.

Partisipasi masyarakat telah ada dalam proses péuMaem Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009, namun yang menjadapgaian adalah apakah
partisipasi tersebut memberikan pengaruh terhaddnstansi undang-undang?
Beranjak dari pertanyaan tersebut dan berdasai tau pendapat yang
diungkapkan oleh Afan Gaffar pada subbab sebelummia jika pembentukan
undang-undang dilaksanakan dengan melibatkan gpeasi) masyarakat maka
substansi undang-undang akan populis, progresifndaim peluang interpretasi
dari pihak eksekutif.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UndangwigndNomor 41 Tahun
2009 secara prosedural memang sudah dikatakani sesugan aturan hukum
yang berlaku. Namun secara substansial belum menjaemua kepentingan
stakeholderserta tidak ada yang bisa menjamin bahwa pembahRERJ ini

bebas dari kepentingan politik. Hal ini merupakamarakteristik dalam

pembentukan undang-undang di Indonesia, namunasecarm bahwa partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang NomofFatiin 2009 telah
berada dalam taraf capaian optimum, dalam artidmvagartisipasi masyarakat
telah memberikan pengaruh yang positif terhadap Bdhh kemudian menjadi
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Berikut adalah tabel yang
menunjukkan pengaruh forum partisipasi masyarak@iatiap ubstansi Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009:

197 \Wawancara dengan Dr. Fendi Setiawan, SH, MH,. Dé&skultas Hukum Universitas Jember
dan Mantan Tenaga Ahli Baleg DPR RI. Jember, 5 Rdar 2010 Pukul 10.30 di Ruang Bagian
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.



Tabel 4.6
Pengaruh Forum Partisipas Masyarakat terhadap Substansi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009

No Substans Forum Partisipasi

1 Bab X (Pasal 58-60) tentang Sistem Semiloka |
Informasi

2 Pasal 62 tentang proteksi bagi petani Semiloka |

3 Pasal 70 ayat (3) tentang sanksi bagi | Semiloka |
pemberi izin

4 Pasal 46 tentang Disinsentif Semiloka |

B Pasal 17 tentang Perencanaan dan Semiloka Il
Penetapan LPPB dalam RPJPN dan
RPJPD

6 Pasal 5 tentang implementasi LPPB Semiloka Il

7 Pasal 12 tentang koordinasi dengan Pus8emiloka Il
dan instansi terkait

8 Bab Il tentang Perencanaan dan Semiloka lll
Penetapan LPPB

9 Pasal 38 tentang sistem insentif Semiloka lll

10 Perubahan judul dari RUU LPPA menjadsemiloka V
RUU PLPPB

11 Pasal 30-32 tentang penelitian LPPB Semiloka V

12 Pasal 38-43 tentang insentif dan Konsultasi Publik di Unhag
disinsentif Makassar

Sumber: Bahan hukum sekunder (2009)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memiliki substgasg populis,
progresif, dan minim peluang interpretasi pihakeéksif. Argumennya adalah
bahwa substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 200&hsditunggu-tunggu
oleh segenap komponen masyarakat agar melindura flpertanian pangan yang
semakin lama banyak dikonversi menjadi lahan notapman. Substansi undang-
undang ini juga sangat partisipatif dalam setiapapa perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, berikut adalamked@ dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 yang sangat partisipatif:

a. Tahap perencanaan yang melibatkan musyawarah ({B@asal 9 ayat (3)

huruf f);



. Masyarakat dapat memberikan tanggapan, saran, dah perbaikan
terhadap usulan perencanaan perlindungan laharangert pangan
berkelanjutan (Pasal 15 ayat (1) dan (2));

. Masyarakat dapat memberikan usulan perencanaam |pertanian
pangan berkelanjutan yang kemudian akan dimusydkanabersama
oleh pemerintah desa, kecamatan, dan kota/kabuffza@sal 15 ayat (3));

. Masyarakat dapat ikut serta dalam pengembangan [adr@anian pangan
berkelanjutan yaitu pada kegiatan intensifikasi @astensifikasi (Pasal
27, 28, dan 29);

. Masyarakat dapat berperan serta dalam peneliti@anlgertanian pangan
berkelanjutan, secara spesifik lembaga penelitian perguruan tinggi
juga dilibatkan (Pasal 30);

Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan memamaga (Pasal
56);

. Pemberdayaan petani sebagaimana yang terdapat daldamg-undang
ini juga merupakan salah satu bentuk partisipasdP63);

. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaaggmbangan lahan
pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan kateRasal 66;
Masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada pgabg berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengameetai@an pertanian
pangan berkelanjutan di wilayahnya (Pasal 68 hgixuf

Masyarakat dapat mengajukan tuntutan pembatalandean penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pedrEmian pangan

berkelanjutan (Pasal 68 huruf h).



Selain memiliki substansi yang populis dan dalatmagetahapan selalu
melibatkan masyarakat, Undang-Undang Nomor 41 T&09 juga terbilang
progresif karena sifatnya yang multisektor dan mpakan ketentuan hukum
agraria yang sudah lama ditunggu-tunggu, bahkaahsséditu inisiator undang-
undang ini yaitu Dr. Bomer Pasaribu menganggap bgdindang Nomor 41
Tahun 2009 sebagai aturan hukum yang revolusicarepebgresif:’®

Substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 jugagater teknis
banyak hal dan hanya mendelegasikan empat hal &epacturan perundang-
undangan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintahmpaeketentuan yang harus
diatur tersebut adalah tentang tata cara, persygrdan criteria penetapan lahan
pertanian pangan berkelanjutan (Pasal 26), ingeteti disinsentif (Pasal 43),

sistem informasi (Pasal 60), pembiayaan (Pasal&6(3)).

4.3.3. Politik Perundang-undangan Pembentukan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 M enuju Hukum Pangan yang Responsif

Pengertian dari Politik Perundang-undangan adaledh akebijakan
pemerintah atau negara mengenai arah pengaturdostdesi) hukum yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan iiiukeartulis) untuk
mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sacgkatnya diartikan sebagai
kebijakan penentuan isi atau objek pembentukanyrara perundang-undangan.
Oleh karena itu sub bab ini mengkaji kebijakan pameh atau negara tentang
arah pengaturan substansi hukum yang dituangkamdahdang-Undang Nomor

41 Tahun 2009 dengan fokus kajian terhadap paassijeterlibatan) masyarakat

1% \wawancara dengan Yulirez,SH. Staf SekretariaeBifLA Kementan RI. Jakarta, 18 Oktober
2010 bertempat di Ruang Setditjen PLA Kementan RI.



dalam tahap-tahap pembentukan yang mempengarulstasgb dari undang-
undang itu sendiri.

Pembentukan undang-undang adalah sebuah prosé& gahg tunduk
pada mekanisme tertentu yang telah diatur dalamangixdndang (Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004), meskipun demikian ndakenyataannya
hukumlah yang terpengaruh oleh politik karena polmemiliki konsenterasi
energi yang lebih besar daripada hukum, sehindg@ahukum harus berhadapan
dengan politik maka hukum berkedudukan lemah. IHaljuga sangat terkait
dengan konfigurasi politik yang ada saat suatuykduikum (undang-undang) di
buat yang menurut penelitian Moh. Mahfud MD bahveaakter produk hukum
merupakan variabel yang mendapat pengaruh darigioasi politik%°

Konfigurasi politik yang demokratis akan menghamilkkarakter produk
hukum yang responsif dan populistik, sedangkanigardsi politik yang otoriter
akan mennghasilkan karakter produk hukum yang keasg ortodoks, dan
elitis. Suatu konfigurasi politik dikatakan demdisgika pemerintah membuka
kesempatan bagi partisipasi masyarakat untuk ikltif amenentukan
kebijaksanaan umum, sedangkan konfigurasi polikktdkan otoriter jika negara
berperan sangat aktif serta mengambil hampir delumsiatif dalam pembuatan
kebijaksanaan negat¥

Produk hukum dikatakan responsif dan populistik lada jika
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi masyatakatidian dalam proses

pembuatannya memberikan peranan besar dan pastiggemuh kelompok-

199 Moh. Mahfud MD,Politik Hukum di Indonesialakarta, LP3ES, 1998, him 13-15.

110 pid, him 24-25.



kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.d&ékohukum dikatakan

konservatif, ortodoks, dan elitis adalah jika isinmencerminkan visi sosial elit
politik yang lebih mencerminkan keinginan pemetntabersifat positivis

instrumentalis. Hukum ortodoks lebih tertutup teldga tuntutan kelompok
maupun individu dalam masyarakat, dalam proses patabnya peranan dan
partisipasi masyarakat relatif kettt

Terkait hal tersebut maka hipotesis awal penulsladd bahwa Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah produk hukum yemnkgrakter responsif,
hal tersebut tidak lepas dari kebijakan penentuginatau objek peraturan
perundang-undangan (Politik Perundang-undangany gamgat mempengaruhi
responsif atau tidaknya undang-undang tersebutukJmienentukan responsifitas
undang-undang ini penulis memfokuskan studi pad@sjasi masyarakat dalam
proses pembentukannya, dengan asumsi bahwa jikasipasi masyarakat
dilakukan dengan maksimal maka substansi hukum daragilkan akan sangat
responsif.

Menurut hasil penelitian penulis bahwa dalam prgsesibentukannya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terkategori mespachal ini terlihat dari
partisipasi masyarakat yang terlibat sejak dariapalPerencanaan hingga
Pembahasan. Penyempurnaan NA dan draft RUU setd&atya Semiloka, FGD,
Konsultasi Publik, dan RDPU merupakan salah satkti dboahwa partisipasi
masyarakat memberikan masukan dan pengaruh yangf plas hal tersebut

direspon oleh pemebentuk undang-undang dengan Naikun demikian tidak

111 pid, him 25.



bisa dipungkiri bahwa kepentingan politik tetap ddéam pembentukan undang-
undang tersebut.

Indikator lain yang menunjukkan bahwa Undang-Undasgmor 41
Tahun 2009 berkarakter responsif adalah materi anugtubstansi) yang diatur.
Setiap tahapan Perlindungan Lahan Pertanian PaBgakelanjutan (kecuali
tahap pemberian sanksi) selalu membuka kesempatgn nhasyarakat untuk
terlibat secara aktif. Hal ini berarti bahwa suatwdang-undang yang dibuat
dengan melibatkan (partisipasi) masyarakat seddifaakan membuat substansi
juga mengadopsi partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukaangashdang ini
dapat dianalisis melalui teori tangga partisipasnstein, tujuan menganalisis
melaui teori ini bukan bertujuan menjadikannya gebaeferensi utama tetapi
sebagai sarana untuk melihat seberapa jauh pasisipasyarakat dalam proses
pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bggpeh terhadap

materi muatan atau substansi undang-undang tersebut

Teori tangga partisipasi Arnstein terdiri dari gela tipologi partisipasi
yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis partisipagitu non partisipasi
(manipulasi dan terapi), partisipasi semu (penyabsan informasi, konsultasi,
dan penentraman), dan partisipasi kekuatan wargai(faan, delegasi kekuasaan,
dan kontrol masyarakat). Bentuk dan mekanisme gy@a8i masyarakat dalam
proses pembentukan (tahap perencanaan) Undang-tyhamor 41 Tahun 2009
adalah melalui Seminar dan Lokakarya (Semiloka) B&D yang memberikan

saran dan masukan terhadap NA dan draft RUU yadghsada. Dalam tahap



pembahasan dilakukan RDPU dan konsultasi publikgypmga memberikan

masukan dan saran bagi penyempurnaan substansiy&tfj sedang dibahas.

Ketiga bentuk dan mekanisme partisipasi masyarnakatilakukan sejak
tahap Perencanaan hingga Pembahasan, hasil yamgaticddalah bahwa
rekomendasi dari partisipasi masyarakat dijadikahabh utama dalam proses
pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009irtalapat dilihat dari
substansi undang-undang tersebut yang sesuai deegamendasi masyarakat,
dengan demikian jika dikaitkan dengan Kklasifikeemngga partisipasi Arnstein
maka termasuk dalam partisipasi kekuatan wargdisiPaisi masyarakat dalam
pembentukan undang-undang ini bisa termasuk dalaoiogi kemitraan, yaitu
bahwa masyarakat dijadikan mitra utama bagi pembant Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 lewat bentuk dan mekanismespasi masyarakat yang
telah diatur oleh peraturan perundang-undangark s&f@mp Perencanaan hingga

Pembahasan.

Sebagai suatu undang-undang yang termasuk dalaemsigeraturan
perundang-undangan Indonesia maka Undang-UndangoiNdi Tahun 2009
juga memiliki fungsi sebagaimana layaknya peratupgTundang-undangan
lainnya. Bagir Manan menyebutkan bahwa secara unfungsi peraturan
perundang-undangan dapat dibedakan menjadi duengeloutama yaitu fungsi
internal dan fungsi eksterngf.

Fungsi internal adalah peraturan perundang-undasghagai subsistem

hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnyaaselk dalam fungsi

112 Bagir Manan dan Kuntana MagnaBeberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia
Bandung, Alumni, 1997, him 138.



internal adalah fungsi penciptaan hukurechtshepping fungsi pembaharuan
hukum (aw reform), fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, damghi
kepastian hukum. Fungsi eksternal adalah keterkagaraturan perundang-
undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku, ifumgdapat disebut sebagai
fungsi sosial hukum, termasuk dalam fungsi ekstemdalah fungsi perubahan,
fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memiliki funggeinal berarti
memiliki fungsi penciptaan hukum, meskipun ketentt@rkait lahan pertanian
sudah terdapat dalam berbagai aturan hukum tedtgp saja undang-undang ini
dibutuhkan karena materi muatannya yang lebih Skeselain itu keberadaan
undang-undang ini juga sudah melalui perencanaag yatang dan merupakan
langkah untuk menyukseskan politik pembangunan mukasional khususnya di
bidang hukum pangan, hukum penataan ruang, damhaguaria.

Fungsi pembaharuan hukum yang dimiliki oleh Undaimglang Nomor
41 Tahun 2009 adalah bahwa keberadaan aturan hilasgik mau tidak mau
harus diperbaharui secara bertahap dengan catataangat dan filosofi dasar
yang dikandung oleh undang-undang terbaru tidabdaer dengan yang lama,
hanya saja undang-undang yang baru tersebut merkdrakter terkini sesuai
dengan perkembangan zaman. Keberadaan undang-undarggcara tidak
langsung juga akan memperbaharui hukum adat ataurhpeninggalan kolonial
lain yang terkait masalah lahan pertanian.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 jwegailiki fungsi

integrasi pluralisme sistem hukum, hal ini terkalengan tujuan untuk

113 |pid, him 138-144.



mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehinggaiden dalam satu tatanan
yang harmonis satu sama lain. Sebagaimana diketaddmiva selain hukum
nasional, hukum lain yang masih berlaku dan hidupndsyarakat antara lain
adalah hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islarbekalaan undang-undang
ini diharapkan mampu mengintegrasikan pengaturamger&i Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan.

Fungsi internal terakhir yang dimiliki oleh Undabgtgdang Nomor 41
Tahun 2009 adalah kepastian hukuechtzekerheid/legalcertaintykeberadaan
aturan hukum setingkat undang-undang yang bertujuemberikan perlindungan
bagi lahan pertanian pangan secara berkelanjutalakrdibutuhkan bagi sebuah
negara agraris seperti Indonesia, tujuan memperkéghhanan pangan atau
bahkan kedaulatan pangan mustahil akan tercapaitiflak ada aturan hukum
yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi diensga lahan pertanian
pangan di masa depan.

Selain memiliki fungsi internal bahwa Undang-Undahgmor 41 Tahun
2009 juga memiliki fungsi eksternal yang sangakagrdengan lingkungan
tempat undang-undang ini berlaku. Fungsi ekstepetama adalah fungsi
perubahan, hal ini sangat erat kaitannya dengamrajaw as a tool social
engineering yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound, bahwa Undaragng
Nomor 41 Tahun 2009 dibentuk untuk mendorong pédrabanasyarakat dalam
bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Keberadaaang-undang ini juga
ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan petani kaog banyak tersebar di

Indonesia.



Fungsi stabilisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun92&@alah bahwa
keberadaannya diharapkan mampu menstabilkan atagemeéalikan konversi
lahan pertanian ke non pertanian, hal ini menjaeintipg karena terbukti
keberaadaan aturan hukum sektoral yang mengatan fpértanian tidak mampu
mengendalikan laju konversi lahan. Fungsi ekstergrakhir adalah kemudahan
(fasilitas), contoh dalam Undang-Undang Nomor 4lhufa 2009 adalah
pemberian insentif dan keberadaan sistem inforfahsain pertanian pangan yang
dapat diakses oleh publik, hanya dalam undang-undarhal tersebut ada dan
pada undang-undang lain tidak ada meskipun undadgng lain tersebut (secara

terbatas) juga mengatur lahan pertanian pangan.



BABV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang penulis jabarkan didimtumnya maka
kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan LRedanian Pangan
Berkelanjutan mulai digagas pada bulan Oktobern&@06 dan secara resmi
merupakan usul inisiatif DPR RI. Proses pra legiqlgerencanaan, persiapan,
teknik penyusunan, dan perumusan) dimulai tanggaDBtober 2006 hingga
tanggal 9 April 2008, proses ini banyak dilakukéghdKementerian Pertanian
(Pokja Pengembangan Kebijakan Lahan Pertanian RafAbadi) dan Tim
Baleg DPR RI. Proses legislasi (pembahasan oleh RP&n Pemerintah)
dimulai tanggal 15 Mei 2008 hingga 16 September 920proses ini
melibatkan Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanidfementerian PU,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negem B&N. Pada 16
September 2009 disahkan oleh Sidang Paripurna DPRn&Kk disetujui
menjadi undang-undang dan pada 14 Oktober 2009eBahgn UU PLPPB
oleh Presiden dan Pengundangan oleh Menkumham,i neemjadi UU
Nomor 41 Tahun 2009.

2. Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalaranpanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah dengan membemesukan, kritik,
dan saran melalui Seminar dan Lokakarya (Semildka)akarta, Bandung,

Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu jugaapetdfocus group
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discussionFGD) yang diselenggarakan di Jakarta, Bandung,Ydayyakarta.
Partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasanukidlak dalam forum
Konsultasi Publik yang diselenggarakan di YogyakarMakassar, dan
Denpasar. Selain itu juga dilaksanakan dalam fdRIDPU yang mengundang
Dewan Tani Indonesia, HKTI, dan KPA. Partisipasi sgaakat dalam
pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 teéahda dalam
taraf capaian optimum, dalam artian bahwa parssipaasyarakat telah
memberikan pengaruh yang positif terhadap RUU ykemgudian menjadi
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

3. Politik perundang-undangan dalam proses pembentidadang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 dilakukan secara partisipaghgan melibatkan
masyarakat dalam pembentukannya sesuai dengan isrekgoartisipasi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yangkoerSubstansi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 dikategorikan sebagdastansi yang populis

dan progresif.

5.2. Saran
1. Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalesep pembuatan
undang-undang perlu diperbarui yaitu dengan meikdr@rruang yang
lebih besar bagi partisipasi masyarakat serta algagninan bahwa
masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahanautangambilan
keputusan mengenai substansi undang-undang terkait.
2. Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sedémahas oleh

DPR RI menjadi kesempatan untuk merumuskan kemimahig partisipasi



yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses peolas undang-
undang.

. Politik perundang-undangan pangan harus ditujuleattapemenuhan hak
atas pangan masyarakat, oleh karena itu pembentuicdemg-undang atau
peraturan perundang-undangan lain yang mengattangrpangan harus
melibatkan masyarakat secara aktif.

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PembamtBleraturan
Perundang-undangan sebagai undang-undang yang iknémrbkteristik
berkelanjutan diharapkan mampu menjadi aturan hugamg mendukung
terwujudnya ketahanan pangan, oleh karena itu goifak terkait harus

menjalankan undang-undang ini dengan konsekuen.
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